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ABSTRAK

Nama : Mochamad Novel
Program Studi : Sistem Peradilan Pidana (Hukum Pidana)
Judul : Kewenangan Hakim Komisaris Terhadap Penghentian

Penyidikan Dan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana
Terkait Pembaharuan Dalam Sistern Peradilan Pidana
i Indonesia

Dalam menjalankan tugashys, aparatur penegek hukum tidak terlepas dari
kemungkinan untuk melskukan perbuntan vang bertentangan dengan ketentuen
psrundang-undangan  yang berlaky, Salah satu  upaya untuk  menjamin
periindungan terhadap hak asasi sesrang tersangka atau terdakwa dalam proses
peradilan pidana adalah melslyi lembags hukum yang dibentuk  schagai
fongsionalisasi dan re-evaluasi terhadap sub-sistem peradilan pidana yang tolsh
ada yang bertujuan sebagai lembaga pengawasan terhadap upava pakss dari
penegak huksm yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal
penegakan hukum (low enforcement). Dengan arsh kebijakan yang didasarkan
dalam rangka pembabaruan hukum pidana yang menujn pada proses hukum yang
adil {he process of law), dibentuk lembaga Makim Komisaris sebagai upaya
dalam pengawasan upayz paksa yang dilakukan penegak hukum dalam
menjalankan fugas dan kewenangannya, Upaya paksa dalam penegakan hukum
pada sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) terskumulasi pada sub~
sistem peradilan pidana dalam tahapan penyidikan dan penuntutan, Pads (shapan
penyidikan dan peasntitsn ini, Penyidik dan Pepuntut Umum  memiliki
kewenangan untuk melekukan Penghentian Penyidikan dan atay Penghentian
Penuntutan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHAP,
tentunya dibutuhkan tindakan pengawasan terhadap kewenangan aparatur penegak
hukum agar dalam melaksanakan kewenangamnyva  tidak  melakukan
penyeiewengan ataspun penyalahgunaan wewenang. Penerapan lembaga Hakim
Komisaris merupakan mekanisme hukum yang diharapkan menjadi tshap
minimalisasi teradinya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam
sistemn peradilan pidana terhadap upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur
yang telah ditentokan berdasarkan sistem litigasi. Hakim Komisaris secara tidak
langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan
oleh Penyidik dalam rangka penyidikan maupun Penuntot Umum dalam rangka
penuntuian, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi
yang bersangkutan. Melalul lembaga ini juga dimungkinkan adanys pengawasan
anfera Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal Penghentian Penyidikan dan
Penghentian Penuntutan. Schinggs dapat dikatahan bahwa Hakim Komisaris
adalah lembaga yang merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal
yang diskomodir oleh Hukum Acara Pidana dalam rangka pemibaharuan sistem
peraditan pidana.
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ABSTRACT

Title @ Judicial Commissioner Autiority to the Termination of Investigation and
Termination of Prosecution reiated 10 The Reformation of Criminal
Justice System In Indonesia.

In its running tasks, law enforcement apparatus is not apart from the
possibility 1o perform acts which are conflict with the legislation and regulations.
One effort to ensure the protection of human rights of a suspect or defendent in
the criminal justice process through the institution of law is establishing the
institution namely Judicial Commissioner as the function and re-evaluation
subsystem of criminal justice systém that are aimed as a control force o the
efforts of law enforcement bas been given by law. With the poliey directions that
are based in the framework of criminal law 1o the fair process (due process of
law), Judicial Commissioner is established a8 & supervision to the force efforts
made in the law enforcement. At the stage of investigation and prosecution, the
investigator and the general prosecutor have the authotity 16 make termination of
investigation and prosecution with the terms and conditions stipulated in the
criminal justice system. It is needed the supervision to them in order to carry
authority, not to misuse or abuse authority. With the Judicial Comissioner, it is
hopefully expected to minimize the ocoumrrance of violations of human rights in
the criminal justice system toward the force efforts that does not comply with the
procedure who have been determined based on the litigation system. Judicial
Commissioner indirectly supervise the implementation of the force action which
is done by the investigators in the investigation and by the general prosecutors in
the prosecution effort. Through this institution, it is also possible for the
supervision of police and prosecutors in the case of termination of investigation
and termination of the prosecution, So that it can be said that the Judicial

Commissioner is a horizontally control model in the framework of ¢riminal justice
system, ‘
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1,  Latar Belakanpg Permasalaban

éitamita untuk mewujudkan supremasi hukwm di Indonesia sampai sejaubh
ini dirasakan belum mencapai apa yang diharapkan, Berbagai problema hukum
masih menjadi tantangan berat bagi bangsa ini. Terkait permasalahan Hak Asasi
Manusia (FHAM), maupun yang sangat menggoyahkan kesejahteraan bangsa yaitu
maraknys tindak oidana yang terjadi pada segala tingkatan srtruktural pelayan
publik, Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Ketiga)
menegaskan bahws Nepara Kesatuan Re;;ubiik Indonesia adalah negava yang
herdasarkan atas Hukum (rechsraal) yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (3).
Dengan demikian negara Indonesia bukanizh negara yvang berdasurkan kekvasaan
belaka dan pemerintzhan didasarkan sistemn konstitusi, bukan absclutisme.
Sebagai konsekuensi dari konstitusi tersebul terdapat tiga prinsip yang hans
diwujuckan vaitu supremasi hukum, Kesetarsan di- muka hukum dan penegakan
hukum dengan cara-cara yang lidak melawan hukum, dengan demikian pola pikir,
sikap dan tindakan warga negara, pemerintahan dan negara harus didasarkan atas
landasan hukum. Dalam hal ini hukum harus berperan sebagai pengator sekaligus
pengawas dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan satu tujuan
agar tercapainya ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum.”

Secara strukiural aparatur penegak hukum terdiet dari pihak Kepolisian,
Kejakenen dan Kehakiman sebagai lembaga peradilen. Proses penegakan hukum
dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim dengan peran serta masyarakat dalam

suatu sistem peradilan pidana (criminal justice sisteri).”

' Bambang Walvye, {mplementasi Keirrmm;aﬂ Kehakiman Republik hedomesia, Jekarta: Siner
Grafikn, 1992, Hal.2.

? Mardjone Reksodiputro, Bunge Rompal Permcsoiahon Dalum Sistew Peraditon Pldang,
Kumpdon Karangan, Buku Kelima, Jakorta: PPKPH univerchas Indonesia, 2007, Hoel, &
' 1
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Sistem peradilan pidana mwerupakan sistem dalam masyarskar untuk
mensnggulangl masalah kejehatan, Menanggulangi kejahatan adalah usaha uniuk
mengendaiikan kelahatun ager berada dalam balas-batas toleransi masyarakat,
Berhast! atau tidaknya suaty sistem peradilan pidana depat dinilai dari jumlah

kejzhatan yang sampal pada penegak hukum yang dapat diselesailan melalui
proses peradilan pidana dan diputus bersalsh serta mendapat hukuman.?

Dalam setiap sistern peradilaﬁ pidana, maka pidana dan pemidanaan
sebenarnya merupakan jantungnya, dengan demikian mensmpati posisi sentral.
Dengan itv meka kedudukan Hakim adalah penting dalam kewenangannya
memutuskan penjatuban pidana, Dapat dikatakan juga bahwa pada sistem
peradilan pidana kedudukan psnegak hukum yang memiliki posisi sentral dalam
penangguiangen kejshatan adalah Hakim. Terkeit dengan diadakannys reformasi
hukum di Indonesia vang ditujukan untuk pencapaian keadilan dan periindungan
Hak Asasi Manusia yang lebil baik dari sebelumnya. Pada sistem psradilan
pidana yang dijadikan dasyr reformast adaiah dilakukannya perubahan pada Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mErL;pakaﬂ peraturan
perundang-undangan yang dijadikan acuan dan pedoman dalam aplikasi sistem
peradilan pidana. Langkah reformast bukum dalam sistem peradilan pidana ini
dilakukan dengan membuat Rancangan Undang-Undang yang akan menggantikan
KUJHAP (Undang-Undang No. § Talwn 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Sekalipun  ketika KUHAP tersebut  dibuat (tahun  197¢  sampai
diundangkan tahun 1981), sudah merupakan pembaharuan menyefuruh dari kitab
undang-undang hukum acara pidana kolonial, Herziene Indische Reglemen:
{HIR), sehingga kita banggakan scbagai salah saty “karya agung” dalam hukum
nasicnal. Namun harus digkai bahwa sefelsh berjalan lebih dari dus dekade,
termyata banyak kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam prakiek,
sehingga timbul kebutuhan bary yang mendesak untok diperbaiki, Hal ind waiar
mengingat dinamika perkembangan dan pertumbuhan masyarakat begitu cepat
sehinggs menuntut adanyz pembaharuan hukum secara berkala atau dengan
perkataan lain dikehendskinya hukom yang responsif.

? shid.
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Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH Ul, 2009



Secara umum, fungsi HMukum Acara Pidana adalah untuk menbotast
kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hokum pidana materiil,
Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi
para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak
hukum dan pengadilan®. Pada sisi lain, hukum juga memberikan kKewenangan
terientu kepada negara melalub aparat penegak hukumnya untuk melakukan
tindakan yang dapai mengurangi hak asasi warganya, Hukum Acarae Pidana juga
merupakan sumber kewensngan begi aparat penegak hukum dan Hakim serte
pibak lain yang terkait {Penasehat Hukum), Permasalshan vang muncul adalsh
“pengpunaan kewenangean yang tidak benar ateu terialu javh oleh aparat penegak
hukum®. Penyslahgunaan kewenangan dalam sistermn persdilan pidanz vang
berdampak pada terampasnya hak-hak csasl warga negara merupakan bentuk
kegagealan negara dalam mewuiudkan negara hukum®

Ciri~ciri negara hukum antara lain: ?t:m;:rizziah dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya harus berdasar atag hukum atay peraturan pcwzzéang«mdangan,
adanya Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adenya pembagien
kekuasaan dalam negara, dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan®, Di
Indonesia, émimé perlindungan HAM dituangkan dalam Kongtitusi maupun
peraturan perundang-undsngan fwrmasuk dalam Undang-Undang No, 8 Tahun
(981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Pada hakckaﬁxyg, upays mengimplementasikan HAM ke dalam Undang-
undang tersabut adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai

nilai tertinggl sesuai dengan martabat banpsa vang merdeka, untuk itu haros
dijamin pelaksanaannys.’

* Mardjone Reksodiputes, Hak Asasi Manusia dolam Sistem Perodilan Pidana, Pusat Pelayanun
Keaéﬁazi duy Pengabdivn Hokum, Universitns Indanesia, Jakana, 19935, him, 25
' Kewenengon tersebut antarn Jain dikenal dengan tindakan Upayn Paksa deri penegak hukum,
yong duiem kal ind oclangger BAM jersangkofterdalowa, dilakakan dengan kekernsan {violoe)
dan penyikopan Yorfure). baze Mien Rukming, Perlindungan HAM malalid Asas Praduga Nidak
Bersolah dan Asas Persamaam Keddukan dafam Hulkwps, P, Aluinni, Bondong, 2003, him. 6.

s Sn Scemantrl, Bunga Rampal Hukum Tara Nagara indonesta, Aok, Bandung, 1992, hlm i)
! Brman Rajugukguk, Periv Pembsharon Hukum dan Profesi Hukum, Pidato Pengukuhan Sebagai
Gura Besar Hukwn, Susra Pembasborvan, him. 11 dadem Mien Rukmint, Mien Rukemini,

Universitas Indonesia
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Dalam kaitan dengan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan
suatu peraturan  perundang-undangan  bergantung  pada  penerapan  dan
penegakannyd. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan
perundang-undangan bagaimanapun sempumanyz tidak ztau Kurang memberikan
arti sesual dengan twjuannya, Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan
perundang-undangan®, Penegaken hukum dan peialisansan hukum 4 Indonesia
masih jauh dart sempuma. Kelemahan atama bukan pada sistem hukum das
praduk hukumnya, tetapi pada penegskan hukumnya. Harapan masyarakat untuk
memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas, Pencgakan dan
pejaksanaan hukom belum berjalan sesual dengan prinsip-prinsip keadilan dan
kebenaran. ‘

Sebagai karya agung bangsa Indonesia, KUHAP telah meletaldkan hak-
Hak Asasi Manusia terutama hak-hak tersangka/terdakwa secara memadai, Akan
tetapi dalam pegjalanannys, apa yang terangkai secara indah dalam baris-baris
kata dan kahmat dalam pasal-pesal KUHAP ze}sebut dalam implementasinya
terbukt} lidak mampu menghadirkan “penghormatan™ terhadap harkat dan
mariabat manusia akibat penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum
secara fidak bertanggungiewal dan terkontrol. Kewenangan vang hakekatnya
dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga
negara berubah fungsi menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang
disangka mengadi pelaku tindak pidana (ersangkasterdakwa), mesii KUHAPR 1eiah

memberi batssan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat
penepak hukom, antara lain

1) the legality principle, 2) the presumption of imocence, 3} the rule for
errest and accusation, 4} the rule on detection pending tricl, 5) the
minimum vights aoeorded 1o accused io prepare his defens, 6} the rude
examination during preliminary investigation and during the tricd, 7} the

Perfindungon HAM melolyl dsas Praduga Tidizk Bersolah dan Asas Persameam Kedudukan
dalom Hukwm, PY. Alumnd, Bandung, 2603, Him. 8.

* Bagir Manas, Pembinann Hokum Masiong, dlsampaikan untuk kulieh umam & Pakwlios Hukum
Universitos Padiadisrma, Bandong: 18 Ay 1997, him. 8
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independence of cowrt of justice and examination in a public trial, 8} the
riles on appeal and review against @ court decision’®

Di antaranya perubaban Rancangan Undang-Undang KUHAP tfersebut
menggantikan sistem Pra-Peradilon dengan sistem Hakim Komisaris. Hakim
Komisaris menurut Rancangan Undang-Undang KUKAP memiliki kewenangan
vang lebih huay daripada Hakim Pra-Peradilan, Menurut Pasal 111 ayat (1) RUU
KUHAP Hakim Komisaris memiliki tugas don kewenangan untuk :

a) mengntukan perfu tidaknya diteruskan penahanan yang dilakekan oleh
Penyidik atau Penuntut Umum;

b} menentukan perlu tidakays Penghentian Penyidikan atan Penuntutan yang
dilskukan olch Penyidik atau Penentur Umum;

¢y menentukan perlu tidaknya pencabutan atas Penghentian Penyidiken atav

. Penumitutan yang dilakukan oleb Penyidik stau Penuntut Umom;

d) menentukan sah atau tidaknya Suatu penyitaan, penggeledaban tempat tinggal
atay tempat yang lain yang bukan menjadi milik Tersangka;

¢} memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum membebaskan tersangka atau
terdakwa dari tahanan sebelum berakhir masa penshanan tersebut, jika

terdapat dugaan keat adanya penyiksean atau kekerazan pada tingkat
penyidikan atau peruntutan,

Hakim Komisaris dirumuskan dalam RUU KUHAP memiliki wewenang
vang lebily luss daripada wewenang Hakim Pra-Peradilan. Karena tidak hanya
terhatas pada penangkapan dan penabanan ataupun Penghentian Peayidikan dan
Penuntuian melainkan jugs perihal perfu tidaknya diteruskan penahanan ataupun
perpanjangan penahanan, perlu tidaknya Péng%zentim Penyidikan atau Penuniutan,
perhy tidaknya pencabutan atas Penghentian Penyidikan atau Penunfutan, sab atay
tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah FPenyidik
atau Penuntut Umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat
dugaan kuat adanya penviksasn ataupun kekerasan pada tngkat penyidikon

¥ Mardjono Reksodiputro, /7 Commemeration Of Ten Yewrs Of The KUBAP (1981-1391): 4n
Opthmisiie Folnt OF View On The Indonesion Criminal Justice Sveem And M5 Adevinistration,

Jolnt Semlnar Indonesta-Japan On Comptemporary Problem In The Field od The Criminad
Justice And s Adminisiration, Jakorto, 2024 Tanuary 1992,
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ataupun penuntutan. Seorang Hakim Komisaris berwenang memutuskan alau
menelapkan sah ldaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, Penghentian

Penyidikan, Penghentian Fenuntutan yang tidak didasarkan pada usas oportunitas,

Hakim Komisaris juga menentukan perfu tidaknya sebuah penshanan,
ganti kerugian alau rehabilitesi bagi seseorang yang ditehan secars tidak sah, Pada
sisi lain, Hakim Komisarls juga berwenang menentukan pelampauen batas wakty
penyidikan atau penuntutan, dan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap
seseorang tanpa didamping! Penasehat Hukum. Seorang Hakim Komisaris juga
diberi hak untuk mengambil prakarsa uniuk menilai sebuah upaya paksa, misainya
penahanan atau penyitaan, sesual dengan hukum, Bila dilakukan atas prakama
sang Hakim Komisaris, maka dia mengeluarkan sebuzh penetapan.

‘Namun demikian, prakarsa itu baru boleh diembil jika sang Halkim
Komisaris sudah mienerima tembusan surat penangkapan, penahanan, penyitaan,
atan SP-3 yang tidak berdasarkan asas oportunitas. Kalau ada permintaan dari
tersangka atau korban kejahatan untuk mentilai sah tidaknya suate penangkapan,
maka Hakint Komisaris bisa menpeluarkan putusan.

Dalam prakiek dewssa inl hakim boleh dikafskan tidak bebas dalam
menzalankan Wigasnya. Sekalipun fidak dapat dibultikan secara langsung tetapt
hal ini terasa dan ternyata deri adanya tekenan-tekanan ekstern sepertl suap,
peinyataan pejsbat mengenai terbukti tidaknya suatu perkara yang sedang
diperiksa di Pengadilan, ancamen-zncaman, Kolusi, dan juga (ckanan-fokanan
intern yang berupa campur tangan dalam penyelesaian perkara seperit adanya
surat salkti, telepon dan SMS Sakti dan sebagainya. Karena adanya campur tangan
dari pihak luar texsebut itulah kiranya Hakim tidak dapat bersikap obyektif, Pihak-
pihak tersebut tentunya merupakan persona yang memiliki kewenangan dan
kekuasaan yang memiliki celah untok memasuki ruang lingkup sistem peradilan,
yang tentunya didukung oleh oknum-cknum yang berada di dalam sistem
peradilan. '

Belurn lagl adanya kepentingan-kepentingan politik dari sejumiah ¢lite
golongan yang memiliki tuivan untuk mewujudkan kepentingannya yoang
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terkadang bartentangan dengan norma hukum, Aktor intelektual yang mencari
kesemnpatan dan ruang untuk turi? sertz dalam berjalannva proses peradilan
pidana, yang bertujuan agar putusan yang timbul dari peradilan tersebut sesuai
dengan apa yang dharapkannya. Tentunya pihak-pihak tersebut berada pada
posisi 8i luar koridor sistem peradilan pidane, bukan pihak Kepolisian, Kejuksaan,
atau pihak dari lembaga peradilan itu sendiri, bahkan di luar lingkup Jembaga
yudisiil, Pihak-pihak ini tentunya mencad celah-celah hukum yang ada vang dapat
memberikan suatu kemungkiman untuk merekayesa dan turut serta dalam
penysiesaian sustu perkara tindak pidene. Berdasarkan kewenangan Hakim
Komisaris yang begim luas cakupanaya, memberikan dampak pada peradilan
pidana sebagal suatu sistem yang tidak lapi menjadikan fungsi dan institusi vang
berjenjang, tapi lebih merupakan sub ordinal-fungsional. Dengan deesikian
jelaslah bahwa tuges, fungsi, dan kewenangan Hakim Komisaris yang sangar
menentukan  dalam  penanganan iersangka ataw terdakwa, sangat rentun

penyelewengan,

Peranan Hakim Komisarls delam sistem peradilan pidana tentunya
memberi arah pembaharuan dan perbailkan dari sistem yang berjalan sebelumnya,
tericbih jika kita melihat pada sistem peradilan seai ini yang menjadi sorotan
tajam masyarakat, karens diharapkan merupakan "benteng terakhir” bagi para
penceri keadilan, sebab fungst peradilan dimaksudkan sebagal benteng terakhir
{faatste toeviuchr} bagi setiap pencari keadilan setelah fidak berhasil menempuh
atauy  menggmunakan  ialwr-jalur atau  epaya-upayz  hukum  lainnya,  totapi
kenyataannyz dewasa ini Pengadilan tidak atau bolum memenuhi harapan.™

Jalannya peradilan tidak cepat seperti yang diharapkan, sshinggs dengan
berlarut-larutnya jalannya peradilan hiaya berperkara akan meningkat, schingga
asas biaya ringan tidak terpenuhi. Beracara di Pengadilan tidaklah sederhang,
melainkan berbelit-belit, Banyak Putusan Pengadilan yang tidak memuaskan,
karena partimbangan hukumnya terlaly sumir, penemuan hukumnya tidak tepat,

¥ suditne Mertokusamz, Kepandision H [igni ] Struk g
Henish Nasions) Mahasiswo Hukar Indcazza, Yugyakar?a 17 - 20 Marer. hgl. 1.
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terlaly  formalistis, kurang profesional dan sebagainya. Belum lagi yang
menyangkut tentang kebebasan dan integritas Hakim. "'

Kalau dikatakan bahwa Pengadilan diharapkan merupakan benteng
terakhir bagi pencari keadilan bukan berarti bahwa melalui benteng terakhir setiap
pencari keadilan, balk para pihak dalam perkara perdata mavpun terdakwa dalam
perkara pidans, selalu dimenangksn atau dibebaskan, yang memang lidak
mungkin, melainkan yang dimaksudkan adalah bahwa setiap pencari keadilan
mendapat perlakuan hukoum yang fair, layak atau adil di Pengadilan,

Terkalt dengan perkare tindak pidana, kedudukan Hakim Komisaris
tentunya sangat berperan peniing, yaitu memberikan transparansi di tingkar
penyidikan dan penuntetan, Hakim Romisaris sebagai pengganti ingtitusi Pra-
Peradilan tentunya ditujukan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk
mengajukan tuntulan baik oleh tersangka, korban, Penyvidik, Penuntut Umum
maupun pihak ketiga yeng berkepentingan, Terkait peda pihak keriga }:ang
berkepentingan  tersebut maka perlu ditekankan sejophmiana pihak Hakim
Komisaris dapat menerima dan melaksanakan tuntutan yang diajukan kepadanya
untuk dilakukan atau diselenggarakan terhadap teriadinya suaty proses yang

berjalan tidak sesuai dengas norma hukum das Hak Asasi Manusia,

Kedudukan Hakim Komisaris berada di antars Penyidik dan Peruntut
Umum {gparatur penegak hukum) serta masymk'at sebagai peneari keadilan,
Dengan melihat kewenangan yang diberikan kepadanya maka Hakim Komisaris
dapat melaxukan upaya untuk menghentikan penyidikaa dan penuntutan etau pun
melakukan upaya melanjutkes penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana.
Kajian tesis ini ditujukan terhadap hal tersebut dengan mengetangahkan beberapa
permasalahan pokok vang akan dinrsikan lebih lanjut.

* thid,
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1.2, Tdentifikasi Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang masalah, dirumuskan sebagai rasalah
utama dalam penelitian int yaitu : “ketidakjelasan kewenangan Hakim Komisaris
lerhadap Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan dalam perkara
tindak pidana terkait pembahaman sistem peradilan pidana di Indonesis®, hal ind
diungkapkan dalam judul penelitien yaitu : "KEWENANGAN HAKIM
KOMISARIS TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN  DAN
PENGHENTIAN  PENUNTUTAN TINDAK  PFIDANA  TERKAIT
PEMBAHARUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA®.

Dengan demikian dapatiah dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian
sehagai berikut :

1.2.1. Bagaimanakah diharapkan peran Hakim Komisarls dalam  sistem
pembaharian pada peradilan pidana di Indonesia ?

1.2.2. Apakah dalam kewenangan Hakim Komisaris tentang Penghentiau
Penyidikan dan Pénghentian Penuntutan terhadap tindak pidana akan iebih
menckankan pada aspek hukum dan Hak Asasi Manosia, demikian pula -
apakah kewenangan Hakim Komisaris lebih mencerminkan asas keadilan
dan persamaan di imuka hukagn 7

1.2.3. Upaya-upaya 2apa saja yang dapat dilakukan dalam penanggulangan dan
pencegahan tindak pidana terkait pembzharuan sistem peradilan pidana
dengan mekanisme Hakim Konisaris 7

1.3, Tujuan Penclitian
Tujuan penelitian ini meliput berbagai dimensi antara lain :

1.3.1. Tyjuan deskriptif, uniuk mengetahul realisasi Hakim Komisaris dalam
pembabarnan sistem peradilan pidana di Indonesia,

1.3.2. Tujuan kreatif, untuk mengetdhui kewenangan Hukim Komisaris dalam
Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan terhadap tindak
pidana dalam rangka pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

1.3.3. Tujuan inovatif, unink mengetahui peranan dan Kedudukan Hakim
Komisaris di dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana.
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L4, Kepunaap Penelitinn

Dari hasil penelition inl  diharepkan dapat bermanfaat, baik untuk
kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis.

1.4.1. Manfaat akademisDari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pengembangen ilmu  pengetshuan pada umumnya dan
pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

1.4.2. Manfaat peaktisDart hasil penelitian in? diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran dan wacana bagi para penegak hukum, seta bagl
masyarakat luss agar menysdari akan hak dan kewajibannya ontuk
berperan serta akilf dalam penegakan hukum pidana sehingga tercapai
peradilan pidana yang adil.

1.5, Kerangks Konseptual

Dalarm membicarakan tentang kewenangan Hakim Komisaris terhadap
Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penunfutan tindak pidana  terkait
dengan pembaharuan sistem peradilan pidana, maka tidak terlepas dari pengertian
Hakim Komisaris, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan serta tindak

pidana,

Pengertian Hakim Komisaris telah dikena! sebelumnya pada sistem hukum
di Indonesia, Menurut Aduan Buyung Nasution™ pada saat diberlakukannva
Reglement ap de Serqfeoerdering, Hakim Komisaris ite sudah distur dalam 2ile
kedua temtang ¥an de rechter-commissaris berfungsi pada tahap pemerikssan
pendahuluan sehagai pengawas (examingting judge) untuk mengowasi apakal
tindakan upaya paksa {dfwanyg middelen) yang meliputi  penangkapan,
penggeledahan, penyitsan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau
tidak, Selain itu, dalam Reglemernt op de Strefvoerdering tersebut Hakim

Komisaris atau  rechtercommissaris dopat melakukan tindakan eksckatif

2 agdnan Buynng Nagwtlon, Praprdifan Versus Haldm Komisards @ Beberaps Pemikdran mengenni
Keberadoan Keduprnys, artikel Hukurm KHEN, Jokata, 27 MNovember 2004, hal. 12,
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(investigating judge) untuk memanggil orang, baik para saksi (Pasal 46) maupun
tersangka (Pasal 47), mendatangi rumah para saksi maupun tersangka (Pasal 56),
dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka
{Pasal 62). Akan tetapi setelah diberlakukan Herziene Indische Reglement (HIR)

dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941, istilah rechter-commissaris tidak
digunakan lagi. '

Selanjutnya istilah Hakim Komisaris mulai muncul kembali dalaml konsep
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana draft tahun 1974 yang diajukan
ke DPR, pada masa Qemar Seno Adjie, menjabat secbagai Menteri Kehakiman,
Dalam konsep ini, Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan
pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (dwang
middelen), memimpin pelaksanaaan upaya paksa, menentukan Penyidik mana
yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara Polisi dan Jaksa, serta
mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak

yang dikenakan tindakan."

Latar belakang diintrodusimya Hakim Komisaris adalah untuk lebih
melindungi jaminan Hak Asasi Manusia dalam proses pidana dan menghindari
terjadinya tumpang tindih kewenangan antara petugas penyidik dari instansi yang
berbeda. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran
serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak
sah merupakan pelanggaran serius tethadap hak millk orang, dan penggeledahan

yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat

kediaman orang.

Dasar pemikiran adanya Hakim Komisaris dalam sistem Eropa
Kontinental, antara lain Belanda, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari fungsi
Hukum Acara Pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran sejati
serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materiil. Hukum pidana
materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada

undang-undang yang mengatur sebelumnya (nullum delictum nulla poena praviae

13 1bid.
" Ibid, hal.13.
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siena lege poenali}. Asas ini yang dimuat dalam pasal 1 Wetbook van Straftrecht
Belanda, yang mempengarubi keseluruhan proses Hukum Acara Pidana, haik df

dalam penyidikan, periuntutan maupun penggeledahan.®

Untuk seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka atau jerdakwa, maka
hukum acara mensyaratkan hacus adonyn dugaan keras bahwa orang iersebus
bersalah meiakukan suate tindak pidana. Begitu pula seseorang yang ditahan
harus dipenuhi syarat baliwa ada cukup bukti bahiwa orang terzebut bersaizh
terhadap tindak pidana yang dilakukannys. Demikian juge di dalam hal memasuki
rumah seseorang (mengeeledal), harus ada dugaan keras bahwa telah terjadi
tindak pidana. Secbab, jike tidak dipenuhi syarat-syamat fersebut maks pibak
tersangka dapat melakukan periawanan yang dapat dibenarkan ofeh Hakim.'

Maka dapat dimengerti muncuinya fungsi Hakim Komisaris dalam sistem
Eropa Kontinental seperti Belands bertujuap mengawasi jalannya proses Hukum
Acara Pidana khususnye pelaksanzan wewsnang pihek eksekutif, dalam hal ini
pihak Penyidik dan Penuntut Umum yang dalam rangka mencari bukti pada
pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan-tindakan upaya paksa berupa
penangkapan, penzhanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat.
Dengan demikian pengawasan Hakim Komigaris ini pada dasarmya merupaken
hak kontrol dari pihak yudisiil terhadap cksekutif. Karena itulah Hakim diberi
wewenang yang demikian luas mencampuri bidang tugas Penyidik maupun
Penuntut Umum dalam hal pemigriksaan pendshuluan Sekalipun demikisn di
Negeri Belanda sendiri sampai sekarang, masih menjadi persoalan sampai ssjauh
mana batasan wewenang Hakim Komisaris dalam mengawasi pemeriksaan
pendahuluan, karena dianggap mencampuri bidang eksekutif yaitu bidang
penyidikan yang meyupaken wewenang Penvidik dan atan Kejaksaan selaku
Penuntut Umum. Sebab, misalnys dikhawatirkan pada sast seorang Hakim

"* Thid.
1% Ibsid.
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Komisaris memasuki bidang eksekutif dan barus berhadapan dengan masalah
kebijakan, maka Hakim tidak akan bisa lagi bersikap netral. 7

Hakim Komisaris menurgt Rancangan Undang-Undang KUBAP memilili
kewenangan yang lebih luas daripada Pra-Peradilan. Menurut Pasal 111 RUU
KUHRAP Hakim Komisaris memiiiki tugas dan kewerangan untuk:

a) Menentukan perlis tidaknya diteruskan penahanan yang dilakukan oleh
Penyidik atau Penuntut Umumg '

b} Menentukan perlu tidaknys Pengheniian Pentyidikan atsu Penuntutan yang
dilzkukan oleh Penyidik atau Peountut Umum;

¢} Menentukan perle tidaknya pencabutan atas Penghentian Peayidikan atau
Penuntitan yang dilakukan oleh Penyidik atu Penuntut Umum;

d) Menentukan sah atau tidaknya suvate penyitaan, pengpgeledahan tempat
tinggal atau tempat yang lain yang bukan menjadi milik tersangka;

g) Memerintahkan Penyidik ataw Penuntut (num membebaskan tersangka
atay terdakwa dari tahanan sebelum berakhir masa penahanan tersebut,
jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan atau kekerasan pada tingkat
penyidikan atau penuntutan.

Tugag dan wewenanp Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan
permohonan atau tanpa pormohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau
kuasanyva kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris
pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat akaif, dan berfungsi baik sebagal

examinating judge maupun investigating judge.'®

Dalam KUHAP tidak secara coksplisit discbutkan apa veng dimaksud
dengan Penghentian Penvidikan, dari ketentuan Pasal 109 ayat (2} dapat diambil

7 Andi Hamzah, Pokok-pokok Pikiran Rencongan Undang-undang teamag Hakum Acars Piians,
Artikel  hukuma  pade  www. legaliiesorg  {(hipiAvenwdegelites.orgfincl-php/buka. phptg»
art+2&(wpokok, pokok  pikiosr, roe hopbuw), bhadd,

* Op. Cit. Adnan Buyung, Hal, 15,
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pengertian bahwa Penghentian Penyidikan adalah kewenangan Penyidik untuk
menghentikan penyidikan dengan alasan -

2. Tiiak terdapat cukup buktl, yalty zstelsh Penyidik meiskukan kegiatan
penyidikan secara opiimal ternyata tidsk berhasil menemukan alat bukd
minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 183 jo 184 KUHAP;

b. Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, yaitu
setelah Penyidik secara cermat melakukan penyidikan ternyata peristiwa
yang ditangani tersebut adalah peristiwa perdata;

¢. Penyidikan dihentiken demi hukum, yeitu setelah Penyidik melakukan
penyidikan sscara seksama, ternyata peristiwa pidana tersebut tergolong

sebagal perkara nebis in idem atau tersengka meningge! dunia dan gugur
19

karena kadaluwarsa.

Mengenai Penghentian Penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayet (2) yeng
menegaskan babwa Penuntut Umom dapat menghentikan penuntutan  suaty
perkara. Artinya, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan
Penyidik, tidak dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke sidang Pengadilan, Akan
tetapi hal tersebut tidak dimaksudkan sebagai deponir atau meayampingkan
perkara pidena fersebut. Penjelasan Pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa
Penghentian  Penuntutan  bukan fermasuk  penyampingan perkara  untuk

kepentingan umum vang menjadi wewenang Jeksa Agung.
1.6.  Kerangka Teori

Xawrence M. Friedman mengemukakan delam tesisnya tentang hukum
Amerika bahwa dalam sebuah sistem hukuni terdapat tiga komponen penting yang
saling mempengaruhi. Katiga komponen tersebut adalah : struktur, substansi, dan
budaya hukum, Tentang struktur hikum dijelaskan merapakan struktur dari sistem
hukum yang terdiri dari unsucunsur kuslites dan kuantitas Pengadilan,
yurisdiksinya serta cara banding dari suatu Pengadilan ke Pengadilan lainnva,
Substansi adalsh aturan, norma, dan pula perilaku nyata manusia yang berada

¥ Welvyad, $.H., Pengerahuan Dasor Fukum Acora Pidane (Ssbush Catsten Khuses), OV
RMandsr Maju, Bandimsg, 1599, hal, 43,
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dalam sistem iu atau substansi juga berarti produk yang dihasitkan oleh orang
vang berada di dalam sistern hukum iy, keputusan yang mereka keluarkan, aturan
bara ysng mereka susun, Sedangkan budaya hukum berarti sikap manusia
terhadap hukum dan sistem hukum, Kkepercayaan, niled, pemikiren serta
harapannys, Budsys hukoem adalah suasans pikiran sosial dan kekuatan sosial
yang menentukan bagaimana hokum digunakan, dihindari atau disalah-gunakan. ®

Berpijak pada konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman
tersebut, maka dalam sebuah sistem peradilan pidana, Khususnya dalam penerapan
lembaga Hakim Komisaris dalem k%itannya dengan Penghentian Penyidikan ateu
Penghentian Penuntitan juga mengandung unsur tersebut. Struktur, merunakan
lembaga Hakim Komisaris yvang ada dalam sistem peradilan pidana yang
berwenang menilai jalannya Penyidikan dan Penuntutan, dan wewenang lain yang
ditentukan dalam Undang-Undang. . Substansi, adalah aturan yang mengatur
tentang Hakim Komisarls dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Permerintah
dan ordonansi-ordonansi vang mengatur di dalamnva fungst dan strukiur Hakim
Komisarls, Budaya hukum, meliputi sussana pemikiran masyarakat tentang
bagaimana hukum digunekan, dihindari ateu disalehgunakan. Hal inl berarti
bahwa baik bagl penegak hukum, masyarakat pencari keadilan, tersanpka atau
terdakwa, mekanisme Penghentian Penyidikan atsu penuntutan tindak pidana
masih ada hal-yang yang belum jelas, untuk itu perfu diadakan pembaharuan *

Masalah-masalab vang ada sebagaimana divratkan di atas jika dibiarkan
akan menjadikan penerapan KUHAP bersifat karang tanggap akan tuntutan
perkembangan magyarakat, Hal ini sejalan dengan pandangan yang berkembang,
yang mengatakan | tidak ada lagi undang-undang (hukum positif) yang bisa
bertahan abadi, Dengan demikian, tidak salah jika KUHAP sudah saatnya
memeslokan peninjauan atag sebagian nilai. Standamya pun perlu dikoreksi,
misalnya pengganting lembags Pra-Peradilan menjadi Hakim Komisaris atau Hakim
Investigasi vang wewenangnys Iebilh luas dan lebih terperined. Kekurangan dan
kelemahan KUHAP hinnys yang jvgs disorot adaeleh Reberadaan lembaga Pra-

s awrence M, Fricdmen, Amarican Law An Introduction, 2% Edition [Hukum Amariks, Sebush
Pengantay, Peneriemah 1 Wishnu Basoki), Iakarts : Tatanuss, hel.6-8,
* Ibid. Halg,
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Peradilan, yang fernyata tidak sesual atau menyimpang dengan konsep awal sebagai
lernbaga representasi perlindungan HMak Asasi Manusia, Khususnya terbadap
kedudukan tersangka {dalem proses penyidikan) dan terdakwa {dalam proses
penuntutan),”

Dibentulinyas lembags Hakim Komisaris sebagai salah satu upaya
perubahan KUHAP, tdak lain dimaksudken scbagai proteksi terhadap
penylmpangan upaya paksa dalam arti hes dwang-middelen) dari apamtur
penegak hukum, Ager prakteknya sesual dengan kehendak atas perdindungan Hak Asasi
Manusia bagi pihale-pihak vang teriibat, Terhadap lahimya undang-undang bary,
vang secara tersendiri dan khusus mengatur tentang Helum Acara Pidana, seperti
Undang~Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang KPK dan
lain-lain, maka sepanjang tidak ditentukan lain dalam KUHAP, tetap berlaku
sebagai peraturan khusus tentang acara pidana sesuai dengan asas lex spesialis -
derogat legi generali,”’

Maka dalam vangka merespon perkembangan yang terjadi dan munculnya
kelemahan-kelemahan vang terdapat daiam KUHAP, langkah yang harus dilakukan
adalah  melakukan revisi stau perbatkan. Yang perlu diperhatikan adalab
bagaimana lebih mengefektifkan sorana kontrol terhadap segala tindakan aparatur
penegak hukurs, sebagai perwujudan prinsip negam yang melindungl hak asasi
warganya.

& Samsan Nyaro, Praktik Penerapan KUHAP dan Perlindungan HAM, Artikel Hukum diunduh
rads www hukumonline.com pudn tanpgal 16 okiober 2008, Hal. 3.
* Op.Cit. Adnan buyung nasution, hal.9,
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Metodologi Penelitian

Metode Penelition
Metode vang digunakan pada penelitian inmi adalah penclitian bukum
normatif, vaitu penelitian yang didasarkan pada sumber data sekunder
berupa peraturan-peraturan hukum, rancangan peraturan hukum, tcori-teori
hukum dan pendapat para abli hukem yang berkaitan dengan masalah
yang akan diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Sumber date yang digunakan sdalah yang paling sesuai dan berkaitan erat
dengan materi penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang
memusat mater] vang terkait tentang permasalahan yang akan diteliti, Juga
akan menggunakan bahan-bahan lainnya seperti, hasil penelitian (makatah,
skripsi, tesis, disertasi), buku-bukw, simposium seminar, jurmal-jumal
ilmiah serts media massa lainnya, seria wawancara dengan parg ahli
hukum.

Metode Pengumpalan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan metode:
1.7.3.1, Data Sekunder
1.7.3.1.1. Studi kepustakaan
" Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengkajian,
pengolahan dan pesgumpulan secara sistematis terhadap
literatur, peraturan-peraturan perundang-undangan maupun
karya ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta
pembahasan hasil penelitian.
1.7.3.1.%2, Studi dokumen
Dilakukan dengan cara memsahami dan mempelajari undang-
undang dan rancengannya yang terkait dengan pembahasan

penelitian ini.
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1.7.3.2, Data Primer

Pengumpttian data prireer dilakukan dengan cara wawancara
dengan para ahli hukum yang terkait dengan obyek penelitian
yaitu aptara fain adalah Anggota Penyusun Rancangan Undang-
Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
1.7.4. Analisis Data
Data yang didapat akan dianalisis yang kemudian disusun secara
sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk
mendapatkan hasil yang berfujtan mendapatkan penjelasan  atas
permasalahan yang dibahas,

1.8, Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akap menguraikan latar belakang dan alasan penelitian mengenai
kewenangan Hakim Komisaris terhadap Penghentian Penyidikan dan Penghentian
Penuntufan dalam perkara tindak pidana terkait dengen pembaharusn sistem
peradilan pidana. Selanjutnya akan dibahas kerangka teorl yang digunakan untuk
menganalisa permasalaban di atas, Sclain #u juga akan diuraikan metodolog
penelitian yang akan digunakan serta sistematika penulisan untuk memperjslas
tata urutan vraian tesis ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM KOMISARIS DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Dalam bab ini akan menguraikan later belakang tentang Hakim Komisaris
dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang diatur saat ini di dalam peraturan
perundang-undangan dan pada saat yang akan datang,

BAB Il KONSEPSI PERATURAN TENTANG HAKIM KOMISARIS
TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DAN
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TRNDAK PIDANA DALAM UPAYA
PEMBAHARUAN SISTEM PERARILAN PIDANA DI INDONESIA
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Bab ini akan membahas hasil penglitian terhadap kewenangan Hekim
Komisaris terhadap Penghentian Panyidikan dan Penghentian Penuntutan dalam
perkara tindak pidana terkait pembahanuan dalam sistem peradilan pidana serta
penycelesaian pada masalsh yang ada di dalamnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpolan da hasil penelitian serta saran yang
diharapkan akan membantu menyelesaikan masalsh  yang terkait pada
kewenangan Hakim Komisaris terhadap Penghentian Penyidikan dan Penghentian
Pemuntutan dalam perkara tindak pidana terkait pembaharuan dalam sistem
peradilan pidana.

Unlvershias Indonasia

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH Ul, 2009



BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM KOMISARIS DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

2.1,  Sistern Hultum Pidana Di Indenesia
2.1}, Pengertian Sistern Hukum Pidana

Sebelum mengursiken pengertian dan pemaheman tentang kedudukan
Hakim Komisaris dalam rangka pembaharuan dajam hukum pidana formil di
Indonesia, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian sistem hukum pidana itu
sendirl, dimuial dengan penpertian sehuah “sistem”, “hukum®, dan “pidana”,
Telah  banyak diuraikan oleh para ahli dalam  bidang  masing-masing
pengertian/ramusan  atay definisi tentang “sistem”. Secars ferminologi kata
“sistern” berasal dari babasa Inggris yaitu “system”, dalam kamus bahasa Inggris
yang berjudul The Americon Heritage Dictionary of The English Langnoge
disebut delapan arfi tentang kata system. Salah sato pengertian sysrem memwut
kamus tersebut adalah "4 growp of inlerocting, interelates or interdependent
e}emerzf forming or regard as forming o colective entiy” *'. Dari penjelasan
pengertian sistem yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa suato sistem i
terdiri dari hubungan saling ketergantungan di antars bagian-bagian atau ensue-
unsur delam sistem don merupakan suato kesatuen, :

Rumusan lain berkensan dengan sistern adalah suatu proses yang terdiri
atas berbagal unsur atau komponen yang secara struktural dan fungsional satu
sama lain berkaitan, saling menunjang dan mengisi, sesuai dengan peranan dan
kedudukan masing-masing, namun secara kesehurnhan merupakan keutuhan yang
muthek didokung oleh setlap komponen belapapun kecil nilainya. Jadi dalam

sebush sistem berads struktue dan fungst dari bagian (sub) sistem, yang masing-
masing bagian itu saling terkait, menunjang dan mengisi secars fungsional yang

2" Dikip dalam Winavs Yudbo dan Agus Brotosusila, Muater? Sistem Hukum Bdpnesia, Jakaria:
Karunin, 1996, Hal 12,

20
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satu dengan yang lainnya. Bilamana salah saw sub-sistem tidak berfungsi maka
sub-sistem yang lainnya akan terganggu schingga sistem tidak berjalan dengan
semestinya.”

Terkait dengan sistem hukum adalah tepat bila didasarkan dari pendapat
Lawrence M, Friedman yang menyatakan bahwa dalam sebuah sistem hukum
terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi. Ketiga komponen
tersebut adaiah : Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budayz Hukum.
Tentang Strukiue Hukum dijelaskan merupakan stroktur darl sistems hukum yang
terdiri dari unsur-unsur kualitas dan kuantitas Pengadilan, yurisdiksinya serta cara
banding dari suatu Pengadilan ke Pengaditan lainnya, *

Mengenai Substansi Hukum, sejalan dengan teori Hans Kelsen yang
menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan suatu sistem tingkatan kaidah,
Artinya suatu keadaan hukum yang tingkatannva lebib rendah harus berdasar stau
berpegangan pada kaidah hukum yang lebih tinggi yang dinamakan konstitsi,
itupun harus bersumber pada suatu norma dasar yang disebut grimdnorm >

Komponen Struktur Hukum tersebut dalam aplikaginys di Indonesia
sepertl terlihat dalam TAP MPR Wo. HUMPR/200C dan dituangkan dalam
peraturan  perundang-undang Nomor 10 Tahun 2004 fentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Strulcur Hukum tergebut merupakan tata urotan

peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai berilout:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Peratoran Pemerintah;

Peraturan Pregiden;

Peraturan Daerah.

S

Substansi Hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia
yang berada dalam sistem its. Substansi Hukum juga beranti produk vang

* Thid.

* Op.clt, Lawrence M, Fricdman (Penerjemnh : Wishnu Basukl),

2 Marie Farida Indratl Soeprapto, Huwn Perundang-undangon, Yogyakarte | Konlslus, , 1998,
hal.B.
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dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukue itu, keputusan yang
mercka keluarkan, sturan baru yang mereka susun. Hasil nyate yang dilahirkan
oleh sistem hukom ini dapat berwujud hukum in-abstracto maupun hukum in-
eoncreto. Hukum in-abstracto merupakan kaidah umum yang bersifat abstrak
karena beriakunya kaidah semacam itu tidak ditwjukan kepada orang-orang
tertentu atau pihak-pihak tertentu. Kaidah itu berlaku atau ditujukan kepada siapa
saja yang dikenai perumusan kaidah umum, hal tersebut dapat dilihat pada
undang-undang yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan babwa hokem in-
abstacte W adalah hukum yang wmenyangkut sturan-aturan hukum baik yang
berupa undang-undang atau bentwk lainnys. Sedangkan yang dimaksud dengan
hukum in-concreto adalah keputusan-kKeputusan dalam kasus perkara konkrit yang
memiliki kekuatan mengikat karena sah menurut hukum. Unsur Substans] Hukum
ini dapat pula ditjukan untuk adanya perbedaan hukum dalam bentuk hukum
publik dan hukum privat serta hukum materiil dan hukum formit,*®

Sedangkan Budays Hukum berarti sikap manusta terhadap hukem dan
sistem hukum, kepercayaan, nilsl, pemikiran serta harapannya. Budaya Fukum
adalzh suasana pildran sosial dan kekuaten sosial yang menentukan bagaimana
hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.®

Dengan ketiga sub-sistern fersebut maka diharuskan untuk berjalan secara
sinkron sehingga sistem hukum berjalan sesvai dengan apa yang ditujukan. Secara
khusus di dalam pembahasan tentang sistem hukwm adalah merupakan suatu
mekanisme yang dapat diterapkan pada bidang hukum apa vang akan dijadikan
sebagal pencapalan suaty tuiuan dari pencrapan sebuah sistem hukum tersebut.
Terkait dengan obyek penelitian yang akan dibahas maka sistem bukum tersebut
akan diterapkan pade bidang hukum pidana, sehinggs konsep yang didapat adalah
sistem hukum pidans yang aken diaplikesikan untuk pencapaian suatu tujuan.®

Hukwm pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana”
mengandung arti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh suatu instansi yang berkuasa

;: Op.it, Lawrence M. Frizdman (Pencrjermah : Wishnu Basuki), hal.7
Ibid,
 \Wirjano Prodjodikoro, Asas-asas Huknm Pidana Di Indenesia, Bandvog: Erseo, 1989, hal. 1,
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dilimpahtkan kepada scorang oknum sebagai hal yang tidak menyenangkan
dirasakannya don juga hal yang tidak pernah dilakukan sehari-harinya. Tentunya
ada alasan untuk melimpahkan pidana i, dan zlasan ini selayaknya ada
hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya ada secrang okoum vang

terkait berfindak tidak sewsjarnya. Maka unsur “hukuman” sebagni suaty
pembalasan tersirat dalam kata “pidana®”’

Moeljatne memberikan pengertian hukum pidana sebagai bagian darl
keseluruhan hukum vyang berlaku pada suatu negara, vang mengadakan dasar-
dasar dan saturan-aturan untuk mesentukan perbuatan-perbuatan mana yang
dilarang dengan disertal ancatnan ateu sanksi yang berupa pidanz tertentu bagi
siapa yang melekukannya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka
yang telah melakukan perbuatan yang dilarang itu dapat dikenakan ancaman atao

dijatuhkan pidana schagaimana yang telah ditentulan atas perbuatan tersebut, dan
menentukan dengan cara bagaimanu pengensan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangkakan telsh melanggar larangan itu >

Dalam peristilahan, hukum  pidana mulal dipergunakan pada era
pendudukan pemerintahan Jepang vang digunakan untuk pengertian “Strafrecht”
dari bahasa Belands, sehagal pembedasn gengan hukum privat (perdata) yang
dalam bahass Belanda adalah priveatrechr, Selain teizh dilakukan kodifikas,
hukum pidana juga telah diunifikasi, vang dimaksudkan telah berlaku bagi seluruh

rakyat tanpa ada pembagian golongsn-golongan atau  kelompok-kelompok
tertentu. .

Da!ém pencapaian tujuan hukum pidana yaitu untuk menciptakan
kesejahteraan sosial pada masyarakat secars umum, diperfukan tindakan
penegakan hukum {law enforcement) untule menjadikan hukum pidana sebagal
sarana upaya penanggulangan dan  pencegahan dari hal-hal vang 'dapat
merghambat atay mengganggy pencapaisn tulpan tersebut. Kondisi pencgakan
hukum yang berhasil mewujudkan fabilitas nasional tersebut merupakan syarat

3 1hid,

2 ntocliatno, Asas-aray Mkum Fidone, Jakane: Rineka clpla, , 2000, hal 1,
 Opeit. Wirjono Prodjodikoro , hal2,
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rmutlak umtuk mewujudkan twjuss nssional sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea IV, Dengan adanya stabilitas nasional yang aman
dan dinamis o akan memungkinkan nepara dan rakyat hidup dalam keadaan
amsn dan damai, bebas dari segala ancaman dan rongrongan. Namun dalam
kenyataannya dalam usaha untuk mewnjudkan ¢ita-cita nasional tersebut terdapat
kendala-kendala yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat baik yang datang
dati Juar roaupun vang darang dari dalam masvarakat ite sendirl, Salah satu
kendala atay hambatan itu adalah prilaku individu ataue sekelompok individu vang
menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, balk norma vang
udak tertulis seperti norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadal, agams maupun
dalam konteks ini terulama norma hukum pidana yang sifatnya tertulls vang oleh
masysrakat disebut sebagai kejahatan.”®

Kejahatan yang terjadi teotu saja menimbulkan Kerugian-kerugian baik
kerugian yang bersifat ekonomis materiil maupun yang bersifat immateriil yang
menyangkut raca aman dan tenteram dafam kehidopan bermasyarakat. Secara
tegas dapat dikatakan bahwa kejshatse merupskan tingkah lake yang anti sosial
{a-sosial.®

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulang! kejahatan, namun
kejshatan tersebut tidak pernah sima dari muka bumi, bahkan semakin meningkat
cara hidup manusia maupun teknologi semakin canggih pula ragam dan pola
kejahatan yang muncul. Tidak hanya di Indonesia saja, pada dasarnya sctiap
masyarakat vang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini
berkepentingan  unfuk mengendalikan keiahatan dan mengurangl  serendsh
mungkin angka kejahatan melalyl berbagal altematif penegakan hukum,
Penegakan hukum yeng telah dilakukan secara In-concreto dalam hukum pidana

adalah denpan menerapkan mekanisme hukum pidana secara formil, yaituy dalam
sistem peradilan pidans.*

M ywidipami, Ninik dan Panji Anorspe, 1987, Perkembangan Kejohatan dan Masaiahnys, Pradnye
Jokarta ; Paramita,, Hal. 58

2 1bid,

1 riid, Hal.60.
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Z2.1.2. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sebagaimana diketahui, yang dinamakan sistern adalah suatu kesawan
yang texdiri dari unsur-unsur yang berkaitan erat satu sarma lain, yang tidak
menghendaki adanya konflik di datam sistem ite, dan kalau terjadi konflik maka
konflik itu tidak akan dibiarkan berlarut-Jarut, namun akan dipecahkan oleh dan di
dalam sistem itu sendiri. Demikian puls dengan sistem peradilan vang srat
hubungannya dengan sistem-sistem lain dalam sistem bukum nasional, schingga
dalam menilai ateu memantapkan sistem peradilan, kita tidak boleh lepas dari
sigtem-sistem fain delam sistem hukum nasional. Mengingat bahwa sistem
peradilan itn tidak berdist sendiri dan mengingét pula keadaan umum dewasa ini,
maka tidak dapat teralu diharapkan sepenuhnya hasil vang meksimal dari vsaha
pemantapan sistem peradifan inl.

Sistem peradilan menurut Muladi merupakan bentuk sustu sistem yang
unik, karena perbedaannya dengan sistem-sistem sosial vang lainnya. Perbedaan
ini terletak pads kesadarannya uniuk memproduksi segala sesuaty yang sifzinya
unwelfare dalam skala yang besar puna mencepa tujuan yang bersifat welfre.
Segala sesuatu yang unwelfare tersebut dapat berops perampasan kemerdekaan,
stigmatisasi, perampasan harfa benda, dan bahkan terkadang hilungnya nyawa
manusiz, atau di beberapa negara berupa siksaan fistk >

Sebagai suatu gistem, peradilan pidana mempunyat perangkat strukiur atau '

sub-sistem yang ssharusnya bekerja secars koheren, koordinatif dan terpady agar
dapat mencapai cfisiensi dan efektivitas yang maksimat. Sub-sub sigtem ini terdiri
dari pihek Kepolisian, Keiaksaan, Pengadilan dan lembaga koreksi vang bersifat
institusional maupun non-institusional. Mengingat peranannya yang semakin
besar, Penasshat Hukum dapat dimasukien pula sebagsi quasi sub-sistem.
Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangal penting, sebab
belum tentu efisiensi masing-masing sub-gistem, dengan scndirinya akan
menghasitkan  efeldtivitas. Fragmentasi fungsional pade  subesisterm  akan
mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut

*T Muladi, Xaptre Seiekta Sistem Peredilon Pidans, Seeurang @ Badon Penerbit Lndip, 2004,
Aal.21.
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secara keseluruhzn disfungsional.*®

Sceara fungsional, sistem peradilan pidana memiliki dimenst gands. Pada
satu pihak sistemn peradilan pidana berfungsi sebagai saranz masyarakat untuk
menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tedentu  {crime
containment system). Di lain sisi sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk
pencegahan, yaknl mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang
pernah melakukan kejahatan dan mereka yang bermaksud untuk melakukan
kejahatan. Sebagal svatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionaltkan

huitum pidans sebagai sarana utamanya.

Sistern peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat untuk
menanggulangi masalah kejabatan. Menanpgulangi kejahatan adalah usaha
mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.
Berhasi! atav fidaknva suatu sistem peradilan pidana dapat dinilai dari jumlah
kejahatan yang samapai kepada penegak hukum yang dapat diselesaikan melalui
proses peradilan pidana dan diputus bersalah serta mendapat sanksi {hukum an}.?

Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa asas ntama yang harus
dihayati dalam implementasinya, karena pada tiap individu harus bepar-benar
terasa terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh
mereka tanpa landasan hukum fertulis yang ada terlebih dahulu (fegolisy
priveiple}. D samping #u atas dasar yang jelas-jelas dibenarkan oleh undang-
undang, Hukum Acera Pidana mengenal apa yang dinamakan asas kegonaan atau
kelayakan (expediency principle) yang beriolak dari suatu kepentingan
masyarakat vang dapat ditafsirkan sebagai kepeatingan tertib hukum (the inrerest
of the legal order). Atas dusar ini penuntutan menpercieh legitimasinya, Asas -

salanjutnya adaleh asas prioritas {priority principle), yang didasarksn pada
serakin beratnya beban sistern peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan

dengan berbagai kategori tindak pidana dan bisa joga berbagai tindak pidana
dalam kategori yang sama. Prioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan

" Ihid.
¥ Op.cit, Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampal Permesalahian Dalans Sistem Peraditan Pldana,
Hal &
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jenissjenis pidana atau rindakan  yang dapst diterapkan pada pelaku tindsek
pidana®

Dalam implementasinya, sistem peradilan pidana diselenggarakan deagon
sistem hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, dan berakhir pada satu tindakan
yang bersifat pencapaian keadilan dan tindakan tersebut hanys dapat dilakukan
oleh scorang Hakim di dalam peradilan pidana. Maka dari it ensur Kebebasan
HMakim merupakan salah éatu asas ulama peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal |
Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, yang berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman
adalah kekuaseaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukom dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranys
Negara Hukum Republik Indongsin”. Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 Undang-undang
nomor 4 takun 2004 mengatakan, habiws penvelenguaraan kekuasaan Kehakiman
diserahkan kepada badan-badan peradilan, yang tugas pokoknya adalah untuk
menecrima, memeriksa dan mengadill seria menyelesatkan setiap perkara yang
diajukan kepadanya, sedangkan Pasal 4 ayat 3 mengatakan, bahwa segala campur
tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak fain di luar Kekuasaan
Kehakiman dilarang, Jadi Hakim bebas untuk dan dalam memeriksa serta
mengadili (bebas untuk menifal pembulctian, bebas dalam menemukan hukumnya,
bebas dalam mengambi! keputusan} serta bebas dari campur tangan pihak ekstra

yudisiil,*

Kebebasen Hakim merupskan asas universal yang tecdapat di selurub
duniz, merupakan dambaan somua bangsa. Kebebasan Hakim ini tidaklah mutlak,
Secara makro Kebebasan Hakim dibatasi oleh sistern pemerintahag, sistern politik,
sistem ekonomi dan sebagainya. Secara mikro di Indonesia Kebgbasan Hakim
dibatast oleh Pancasila, Undang-undang Dasar, undang-undang, ketertiban umum,
kesusilaan, kepentingan atsu kehendak para pthak (dalam perkara perdata).**

Rangkaian penyelesaian peradilan pidnné terdiri atas beberapa tabapan,
Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suaty peristiwa hukum,

*® thid,
Y Op, Cit. Sudikng Mertokusumo, hald,
 103d.
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misalnya seorang wanita yang tasnya diambil secara paksa oleh seorang remaja.
Deskripsi di atas merupakan suatu peristiwa hukum. Namun untuk menentukan
apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah

diadakan suatu penyelidikan. Jalur untuk mengetahui adanya svatu tindak pidana

adalah melalui :

- Pengaduen, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut
hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang
merugikan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)

- Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena
hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang
berwenang tentang telah atau sedang ateu diduga aken terjadinya peristiwa
pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP)

- Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak
pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai
sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya
ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan
tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut

melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Menurut pasal | butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian
tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang
berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP adalah setiap

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyelidik memiliki kewajiban dan
kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara Jain

sebagai berikut:
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. Menerima laporan atau pengaduan dari sesearang tentang adanya tindak

pidana (Pasal 5 KUHAP)
Mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 5 KUHAP)

3. Menyuruh bethtenti sesecrang yang dicurigai dan menanyakan sertz

i

remeriksa tanda pengenal dirt (Pasal 5 KUHAP)

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berfanggung-jawab (Pasal
5 KUHAP)

Atas perintah Penyidik dapat metakukan tindakan berupa;

- penangkapan, laranpan meninggatkan tempat, penggeledahan dan

penahanan,
- pemeriksaan dan penyitaan surat;
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

~  membawa dan menghadapkan seseqrang kepada Penyidik. (Pasal 5
KUHAP)

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
tindakan sebagaimana tersebut di atas (Pasal 5 KUHAP)

Untuk kepentingan penyelidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik
berwenang melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP)

Apabiia setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu

peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap
penyidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP serangkaisn tindakan Penyidik
dalam hal dan menurut carn yang diawr dalam undang-undang ini untuk meneari
serta mengumpulkan bukii yang dengan bukti ity membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dén guna menemukan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal § KUHAP

adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawal Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang Khosus oleh undang-undang. Penvidik karena
kewajibannya memiliki kewenangen sebagai berikut:

Menerima-laporan atau pengaduan deri secorang tentang adanya tingdak
pidana (Pasal 7 KUHAP)
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2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat keiadian (Pasal 7
KUHAP)

. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka (Pasal 7 KUHAF)

. Melakukan penangkapen, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal
7 jo pasal 131 KUHAP)

3. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 o pasal 132 ayat
2,345 KUHAP)

. Mengambil sidik ari dan memotret seorang (Pasal 7 KUHAR

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagal tersangka atau

saksi {(Pasal 7 KUHAP)

Mendatangkan orang ahli yang diperivken dalam hubungannya dengen

pemeriksaan perkara (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat |

KUHAR)

6. Mengadakan Penghentian Penyidikan (Pasal 7 KUHAP)

LE* 3

e

~ o

e

10. Mengadakan tindakan Jain menurut hukum yang bertanggung jawab,

11, Dalem melakukan tugasnya Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum
yang beriaku (Fasal 7 ayat (3} KUHAF)

12, Membust berita acara tentang pelaksanaan tindakan {(Pasal 8 ayat |
KUHAR

13, Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntet Umum (Pasal 8
ayat 2 KUHAP)

14, Penyerahan berkas perkara dilakekan:

» pada tahap pertama Penvidik hanya menyerahkan berkas perkave;

- dalam  hal penyidikan sudah  dianggap  selesai,  Penyidik
menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan bamng bukil
kepada Penentut Umum (Pasal 8 ayat 3 KUHAP),

15. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

-~ pemeriksaan lersangka;

~  penangkapan;

- penahanan;

~  penggeledahan;
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- pemasukan rumah;

- penyitaan bends;

- pemeriksaan surat;

- pemeriksuan saksi;

- pemeriksaan di tempat kejadian;

-~ pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan;

- pelaksaraan tindakan lain sesual dengan ketentuan dalam undang-
undang ini (Pasal 75 KUHAP). .

«  Melgkukan penyidikaa tambahan, jika Penuntut  Umum
mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan
petunink darl Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (2) KUHAP).

-~ Alas permintaan iersangka atan terdakwa, Penyidik dapat
mengadakan penangguhan penshanan dengan atau tanpa jaminan
uang ataw jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan
{Pasal 31 ayat 1 KUHAP).

- Karena jabatannya Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut
penangguhian penahanman dalam hal tersangka atau terdakwa
melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat @)
KUHAP).

- Melakukan penyidikan tambshan sesual dengan petunjuk dari
Penuntut Umern, jika Penuatut Umum mengembalikan  hasil
penyidikan untuk délengkapt (Pasal 118 ayat (3) KUHAP).

~  Dalam hal seseorang disangka melakukan suata tindak pidana
sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Peayidik wajib
memberiishukan kepadanva temtang haknya unfuk mendapatkan
bantuzn  hukum sty bahwa ia dalam perkaranys it wajib
didampingi oleh Penasehat Hukum {(Pasal 114 KUHAP).

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak
hukum melakuken sustu upaya paksa, yaitu serangkajan tindakan untuk
kepentingan penyidikan yang terdiri dark:
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Penangkapan.

Menurat pasal 1 butlir 20 KUHAP, Penangkapan adalah suaty
tindakan penyidik berupa pengekangan sementara  waktu
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup buké
guna kepentingan penyidikan atan penuntutan dan ateu peradilan
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang,

Penshanan.

Menurut pasai 1 butir 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan
tersangks atau terdakwa di tempat terfentu oleh Penyidik atau
Penuntut Umum atay Hakim dengan penciapannys, dalam hal serta
menurut cara vang distur dalam undang-undang,

Penyitaan.

Menurut pasal | butir 16 KUHAP, Penyitaan adalah serangkatan
tindakan Peayidik untwk mengambil alih dan atau menyimpas di
bawsh penpuasaannya benda bergersk atau tidak  bergerak,
berwujud dan atau tidak berwijud untuk kepentingan pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penggeledahan rumah,

Menurut pasal 1 butir 17 KUHAP, Penggeledahan rumah adalah
tindakan Penyidik ustuk memasuki rumash tempat tinggal dan
tempat tertutup Iainnya uniuk melakukan tindakan pemeriksaan
dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam ha! dan menurut
cara vang diatur dalam undang-undang.

Penggeledahan badan.

Menurit pasal 1 butir 18 KUBAP, Penggeledahan badan adalah
tindakan Penyldik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau
pakaian tersangka untuk mencari benda vang diduga keras ada
pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita,
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Para penyidik kemodian menuangkan hasil penyidikan tersebut ke dalam
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini kemudian diserahkan oleh Penyidik
kepada Penuntut Umum satuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagaj
dasar untuk membuai Surat Dakwaan, Menurut pasal 38 KUHAP, Penuntit
Umum mengembalikan BAP tersebut kepada Penyidik apabila Penumtut Umum
menilai bahwa BAP terscbut belum Jengkap. Pengembeiian tersebut disertai
petunjuk tentang hel yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh Penyidik dalam
wakiu 14 {empat belas) hari setelah penerimaan berkas, Apabila Penuntut Umum
menilai bahwa BAP terscbut telnh lengkap, maka Penuntut Umum kemudian akan
membuat Surat Dakwazn dan dilanjutkan ke tahap penuntotan,

Pasal 1 butir 7 KUHAP menyataken bshwa penuntutan adalgh
melimpahkan perkars pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal
dan menurut cara yang distur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan, Dalam KUHAP, distur tentang
wewenang Penuntut Umum dalam hal:

1. Menerima dac memeriksa berkas perkara peayidikan dari Penyidik atau
Penvidik Pembantu {Pasal 14 jo Pasal 138 ayat 1 KUHAP).

2. Mengadakan pra-penuntutan apabile ada kekurangan pada penyidikan
dengan memberi petunjuk dalsm rangka penyempumaan penyidikan dari
Panyidik (Pasal 14 jo Pasal 138 ayat 2 KUHAP).

3. Memberikan perpanjungan  pensbanan, melakukan penahasan  atau
penahanan lanjutan dan ateu mengubah status tahanan setelah perkaranya
dilimpabkan oleh Penyidik (Pasal 14 KUHAP).

4. Membuat Surat Dakwaan (Pasal 14 jo Pasal 140 ayat | KUHAP).

5. Melimpahkan perkara ke Pengadilen (Pasal 14 jo Pasal 139 jo Pasal 143
ayat 1 KUHAP)

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari
dan waktu perkara disidangkan yang disertai sumat panggilan, baik kepada
terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah
ditentukan (Pasal 146 KUHAP).

7. Melakukan penuntutan (Pasal 137 KUHAF).
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3. Menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 14 KUHAP),

9. Mengadakan tindakan lfain dalam fngkup tupas dan tanggung iawab
sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang il (Pasal 14
KUHAPR)L

10. Melaksanakan Penetapan Hakim {(Pasal 14 KUHAP).

il Atas permintaan tersangka atau terdakwa, Penuntut Umum dapat
niengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang
atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, (Pasal 31 ayat |
KUHAYP)

1Z. Karena jabatannya Hakim sewaktu-wakfu dapat mencabat penangguban
penghanan dalam hal fersangka atau terdakwa melanggar syarat vang
sudah ditentukan. (Pasal 31 ayat (2) KUHAP)

Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang
Pengadilan. Tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang Pengadilan, dimana
Hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti.

2.1.3. Pembaharuan Huloom Acara Pidana

Salah satu cara yang dapat difempuh untuk mewujudkan supremasi hukum
adsiah dengsn melakukan perubaban-perubshan di setiap aspek kehidupan
bernegars, terutama perubahan dan pembaruan terhadap aspek hukum atau yang
dikenal dengan reformasi hukurm. Program reformasi hukum tidak bisa tidak harus
digulirkan secara bersarna-sama clch sclurah anggota masyarakat Perwuiudan
reformast hukum  ini dapat  dilakukun melahsl  berbagai upaya sepert
penyempurnazn  dan  pembabaruan  perafuran  perundang-undangan  dan
pengembangan budaya hukum, pemberdaysan lembaga peradilan dan lembaga
penegak hukum linnya. Selain itu, keberhasilan melaksanakan reformasi hukum
tentuniva juga harus ditunjang oleh kemauan politik, sikap jujur dan transparan
dari pemerintahan yang akan datang, Masalah utama penegakan hukuer di negara-
negara berkembang khususnya Indonesiz adalgh bukan pada hukumnya itu
sendiri, melainkan pada kualitas manusianya yang menjalankan bukum itu sendirl.
Dengan demikion, peranan manhusis yang menislankan hukum Hu {penegek
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hukum) menempati posisi strategls, seperti vang dikatakan oleh Roscoe Pound
berikut ini:®

“The law, in its procedural as well substantive aspects, is essentially made
and administered by persons, whose views and interpretations are buffered
by the winds of change through the year, so that it hos become a “truism
that the qualily of justice depends more on the quality of the (persons) who
administer the law than on the content of law they administer”,

KUHAP hadir menggantikan Het Herziene Ilandseh Reglement (HIR)
sebagat payung hukum acara di Indonesia. Kitab yang disebut karva agung
bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan,
penyidikan, penuntuian, peradilan, acars pemeriksaan, Banding di Pengadilan
Tinggi, serta Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Harus diskui,
bahwa kehadin KUHAP dimaksudkan oleh pembust undang-ondang untuk
"mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lzlu yang tidak ssjalan
dengan pencgakan Hazk Asasi Manusia di bawah aturan HIR, sekaligus
memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk
membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita
mendengar rintihan pengalaman di masa BIR seperti penangkapan yang
berkepanjangan tanpa akhir, penmahanan tanpa surat perintah dan tanpa
penjelasan kejahatan yang dituduhkan. Demikian juga dengan "pemerasan”
pcnéaku&n oleh Pemeriksa (verbelisant). Memang KUHAP telah berusaha
mengangkat dan menernpatkan tersengks atay terdekowa dalam kedudukan vang
"“berderajat”, sebagai makhluk Tuban yang memiliki harkat derajat kemanusiasn
yang utuh, Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posist
his entity and dignity as a umon being, yang harus diperiakukan sesuai dengan
nilat-nilai luhur kemanusiaan,

KUHAP telsh menggariskan gturan yang melekatkan integritas harkat
harga diri kepada tersanghka atau terdakwa, dengan jalan memberi perizai hak-
hak vang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang
melekat pada diri mereka, merupakan jaminan vang menghindarkan mereka dari

i y ;. 1004‘ tus ht!p ” legniitas urg bagai Do
“ Op Clt Mmijono Reksodiputro. Hﬂk Asasl Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, hel, 43,
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perlakuan sewenang-wenang. Sebagai contob, KUTHAP telah memberi hok kepada
tarsangka atau terdakwa untuk segera meadapat "pemeriksaan” pada tingkat
penyidikan, member hak kepada tersangks atau terdakwa untuk mempercleh
"bantuan hukum® di dalam pemeriksaan Pengadilan, Demikian juga mengenai
"pembatasan” jangks waktu di setiap tingket pemeriksaan mulal dari tingkat
penyidikan sampai ke tingkat penuptutan. Penangkapan dan penahanan
ditentukan secara limitatif batas waktunya bagi semua instansi dalam setiap
tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan stae penahanan yang
dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka vang ditangkep atau
ditahan. Dengan demikian fersangka atau terdekwa maupun keluargs mereka,
akan mendapat kepastian atas segals bentuk tindakan penegakan hukum. Ini
sejalan dengan tujuan KUBAFP schagai sarana pembaruan hukuam, yang
bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu.

Lahimya Hukum Acara Fidana Nasiona! yang medern sudah lama
didambakan oleh semua orang, Masyarakat menghendaki Hukum Acara
Pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan
selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Salah satu upayr
untuk penpegakan hukum pidana yaog lebih baik dan reformasi hukum pidana di
Indonesia tersebut adalzh mencipiakan suatu Jembaga yang merupakan bagian
dari sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu Hakim Komisaris,

2.2.  Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
2.2.1. Pengertian Hakim Komisarls

Istilah Hakim Komisaris sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, scbab
pada saat dibertakukannya Reglement op de Strafeoerdering, hal itu sudsh distur
dalam title kedua tentang Van de rechier-commissaris yang berfungsi pada tahap
pemeriksaan  pendahuluan sebagal penpawas (examirmating  judge) untuk
mengawast apakah tindakan upaya paksa {(dwang middelery yang meliputi
penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan
dengan sah atay tidak, Selain itu, dalam Reglement op de Strafveerdering tersebut
Hakim Komisaris atau rechrer-commissariy dapat melakukan tindskan eksekutif
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{investigating fudge} untuk memanggil orang, baik para saksi maupun tersangka,
mendatang: rumah para saksl maupun tersangka, dan juga memeriksa serta
mengadakan penahapan sementara terhadap tersangka. Akan tetapi setelab
diberlakukan Herziene Indische Reglemem (HIR) dengan Staatsbfad No. 44
Tabun 1941, istilak rechter-commissaris tidak digunakan lagi.

Selanjutnya istilah Hakim Komisaris mulai muncul kembali dalam konsep
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan ke DPR pada
tahun 1974, pada masa Qemar Seno Adjie, menjabat sebagai Menter
Kehakiman®, Dalam konsep ini, Hakim Komisaris memiliki wewenang pads
tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawsasan pelaksanaan upaya
paksa {dwaong middelen), ikut serta memimpin pelaksanazan upaya paksa,
menentukan Penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa
antara Polisi dan Jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang
diajukan oleh pihak-pihak vang dikenakan tindakan.”

Latar belakang diintrodusimnys Hakim Komisaris adalah untuk Iebil
melindungt jaminan atas Hak Agasi Manosia dalam proses pidana dan
menghindari terjadinya tumpang tindib kewenangan antara petugas Penyidik dari
instansi yang berbeda. Dalam hubungannya atas jaminan Hak Asasi Manusia dari
tersangka atzp terdakwa ini, pelaksanaan upaya paksa tidak boleh dilakukan
secara sewenang-wenang,. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan
pelanggaran Serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan Kebebasan orang.
Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang,
dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terbadap ketenteraman
rumah tempat kediaman orang. *®

Hka ditelitl lebih Jauh, dasar pemikiran adanya Hakim Komisaris dalam
sistem Eropa Kontinental, antara lain Belanda, sebenamya tidak bisa dilepaskan
dari fungsi Hukum Acara Pidana yang bertuyjuan mencari den menemukan
kehenaran seiati serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materiil.

:i Op.Cit. Adnen Buyung Nesution. Hal. 13

ibid,
* Qemer Seno Adjie, Hukum, Hakim Piduna, Jakerw : Erianggs, 1980, hal 88,
% Op.Cit, Adnan Buyung Nasution, Haf 13.
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Hukum pidana materiil memiiiki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak
pidana tanpa ada undang-undang yang mengatur sebelumnya (mdhon delictum
nulla poena pravige siena lege poenaly. Asas ini yang dimuat dalam pasal 1
Wethook van Strafirecht Belanda yang mempengarvhi keseluruhan proses Hukum
Acara Pidana, baik di ingkat penyidikan, penuntutan maupun penggeledahan,

Untuk seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, maka
hukum acara mensyaratkan harus adanya dugasn kerss bahwa orang tersebut
bersaleh melakukan suatu tindak pidana. Begitu pula seseorany vang ditahan,
harus dipenuhi syarat bahwa zda cukup bukti bahwa orang tersebut bersalah
terhadap tindak pidana yang dilakukannys. Demikian jogs dalam hal memsasuki
rumah seseorang (menggeledah), harus ada dugaan keras bahwa telah teradi
tindak pidana. Sebab, jika tidsk dipenuhi syarat-syaraf tersebut maka pihak
tersangka dapal melakuken perlawanan {verzer) yang dapat dibenarksn olch
Hakim.

Dapat dimengerti bahwa munculnya fungsi Makim Komisaris dalam
sistem Eropa Kontinental seperti Belanda bertujvan mengawasi jalannys proses
Hukum Acara Pidana, khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam
hal ind pihak Penyidik dan Penuntut Umum yang dalam rangka mengari bukli
pada pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan-tindakan upaya paksa berupa
penangkapan, penabanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat,
Dengen demikian pengewasan Hakim Komisarie ini pada dasarnya merupakan
hak kontrol dari pihak yadisii! (controf van rechterlifkemacht) tethadap eksekutif,
Karena itslah Hakim Komisaris diberi wewenang yang demikian luas untuk
mencampuri bideng tugas Penyidik maupun Penuntut Umum dalam hal
pemeriksazn pendahuluan @

Lembaga Hakim Komisaris (uge d'° Pistruction) dalam sistern Hukom
Acara Pidana Perancis juga memiliki kewenangan yang luas dalam pemeriksaan
pendahuluan, Ta memeriksa terdakwas, saksi-saks! dan plat-alat bukti yang {ain. ia
dapat membuat berits acara, penggeledahan rumah dan tempat-tempat tertentu.

** Andi Humazah, Op.0it, Hal. 188,
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Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan  rampung, a2 menentukan
apakah svatu perkara cukup alasan wntuk dilimpahkan ke Pengadilan ataukeh
tidak. Jika cukup alasan, iz akan mengirimkan perkara tersebut demgan surmt
pengirimen yang disebut ardonance de renvor, sebaliknya jika tidak cukep alasan
maka ia akan membebaskan tersangka.*

Di Belanda, Hakim Komisaris diangkat untuk masa jabatan 2 (dus) tahun.
Atas permohonan mereka, maka mereka segera dapat disngkat kemball,
Ditentukan juga bahwa mereka harug bcrpengafémm dalam bidang perkars
pideng, misalnya pernah bekeria di Bagian Pidana di Penpadilan, Adanya Hakim
Komisaris di Belanda dimaksudkan scbagal pembantu pecantars dalam
memperoleh suatu keputusan. Hakim Komisaris itu diadakan untuk menjamin
obyektivitas, sehingga mereka dilarang mengambil bagian dzlam pemariksaan
akhir.”!

242, Hakim Komisaris menuryt RUU KUHAYP

Hakim Komisaris menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) difungsikan sebagai lembaga yang
menggantikan lembaga Pra-peradilan, dan memiliki kewenangan yang febih luas
daripads Pra-peradilan®™. Tugus den wewenang Hakim Komisaris tersebut
dilakuksn dengan permohonan atau tappa permohopan oleh tersangita atau
terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris, Hakim Komisaris ini
diartikan scbagai “Pejabat yang diberi wewenang mengawasi jalannya penyidikan
dan penuntutan dan wewenanng lain yang ditentukan dalams undang-undang ini”
(Penijelasan Umum RUL KUHAP).

Pada Bab VI RUL EUHAP yang mencantumken Hakim Koniseris
merupakan hasil perubahan Pra-peradilan. Perubshan Pra-peradilan ini didasari
kekurang-efektifan Pra-peradilan untuk mengawasi proses pengenaan upaya paksa

** thid, Hal, 189

* yhid, Hel, 192.

5? Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Acars
Pidana, Direksornt Jendera! Peraturan Perundeng-ondangan Departemnen Hukam Den Hak Ases|
Manusis Republik Indonesia, Tim Penyusun RUL 2008,
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terutama penahanan, babkan Pra-peradilan sama sekali tidak menyebut tentang

penyitaan. Ada beberapa perbedasn mendasar antara Pra-peradilan dan Hakim
Komisaris, Antara lain ;*

1) Pra-peradilan masih inenempe! pada Pengadilan Negeri, vang secara kasus
demi kasos Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seorang Hakim Pengadilan
Negeri untuk memutus suatu perkara yang diajukan. Jadi, tidak ada sidang
Pra-peradilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak
memohon pemeriksaan Pra-peradilan. Hakim yang ditonjuk itu tetap
masih “Hakim Palu”, Sedangkan dalam bal Hekim Komisaris hakimnya
zkan terlepas dari Pengadilan Negerl dan bersifat permanen. Artinya
Hakim Pengadilan Negeri yvang diangkat menjadi Hakim Komisaris akan
melepaskan palunys selama menjabat sebagai Hakim Komisaris dalam
jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu 2 (dua) tzhun. Setelah melewati
jangka walau tersebut, dia akan kembali ke Pengaditan Megeri dari mana
dia berasal dan menjadi Hakim Palu kemball. Sebagai variasi dari Hakim
Komisaris di Nederland, maka diusuikan juga agar orang vang Non Hakim
tetapi menguasai Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana, seperti Jaksa,
Pengacara Senfor den Dosen Hukum Pidans dan Acara Pidana dapat
diangkat menjadi Hakim Komisaris melalui suatu proses tertentu seperti fit
and proper tesi, yang aturannya akan dicantumkan dalam suatu Peraturan
Pemerintzh, babkan ada yang mengusulkan agar dibuat svaty undang-
undang tersendiri mengenai tata cara pengangkatan Hakim Komisaris itu.
Hakim Komisaris akan bertindak dengan atau adanya suato funtutan, Jadi,
akan meneliti semua penahanan yang dilakukan oleh Penyidik maupun
oleh Penuntut Urnum baik secara formil maupen secara materiil, Sekarvang
ini, Hakim Pra-peradilan hanya memeriksa secara formil saja dan tidak
seoara materiil, Artinya, jike seseorang ditahan berdasarkan delik penipusn
{Pasal 378 KUHP) dan dituntst babwa penchanan itu tidak sah, maka
Hakim akan melibat apakah Pasal 378 KUHP it sah untuk dilakukan
penahanan kepada tersangka atan terdakwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP.

*2 Op.it, Andi Homaah, hal.1
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Oleh karena Pasal 378 KURP memang tercantum dalam Pasal 21 ayat ()
KUHAP butir b, maka Hakim Pra~peradilan menyatakan tuntutan ditolak.
Sedangkan dalam hal Hakim Komisarls, dia akan memeriksa resame

perkara yang dilampirkan oleh pejabat yang melakukan penzhanan,

Wewenang Flakim Komisaris yang tercantum di dalam Pasal 111 jelas
iebih luas daripada wewenang Hokim Pra.peradilan. Bukan saja tentang
sah tidaknya peoangkapan, penabanan, tetapi jugs penyitaan, begite pula
tentang Penghentian Penyidikan dan Penuntutan vang tidek berdasarkan
asas oportunitas. Asas oportunitas memang memberi wewenang kepada
Jaksa Agung (sckarang diusulkan kepada semua Jaksa) untuk
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Juga diatur tentang
pelampauan batas wakiu penyidikan dan penuntutan. Begitu pula
pembatasan hak tersangka atap terdakwa yvang dapat diperiksa tanpa
didampingi oleh penasehat hukum, misalnya dalam kasus terorisme.
Saling mempraperadilankan antara Polisi dan Jaksa dihapus karena tidak
togis. Kedua instansi itu merupaken satu kesatuan dalam pemerikssan
pendzhuluan. '

Hakim Komisaris juga memutus tentang ganti kerugian dan rehabilitasi.

Dalam pasal 74 diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan oleh Hakim
Komisarig sesuat dengan asas peradilan cepat,

Ditegaskan pula di dalam Pasal 74 butir e, bahwz putusan Hakim
Komisaris tidak dapat dibanding maupun dikasasi.

Hakim Komisaris berbeds dengan Hakim Pra-peradilan yang berkantor ds
Pengadilan Negeri, dia berkantor di (atau dekal) RUTAN,

Berdasarkan Passl 117 RUU KUHAP Untuk dopat dianghar menjadi

Hakim Korzisaris, seorang hekim herus memenuhi syarat |

meniliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi;
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b} bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri sekurang-kurangnva 10
{sepuiuh) tahun;

¢) berusia serendah-rendabinya 35 (tiga pufuh lima) tahun dan setinggi-
tingginya 57 (lima puluh tjuh) tahun; dan

d) berpangkat serendah-rendahnya golongan i/

Hakim Komisarls diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
Ketua Pengadilan Tinggi vang daemsh hukumnys meliputi Pengadilan Negeri
setempat. Hakim Komisaris diangkat uniuk mass jabatan selama 2 (dua) fshun
dan dapat diangkat kembali henya untuk satu kali masa jabatan {Pasal 118 RUU
KUHAP).

Adapun perital Pemberhentian Hakim Komisaris diatur pada Pasal 119
RUU KUHAP, vang menyatakan:

1) Hakim Komisaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannys, karenal
telah habis masa jabatannya;

atas permintaan sendiri;

sakit jasmani atau rohani secars tErus mencrus;

tidak cakap dalam menialankan tugasnys; atau

- T- i

meninggal dunia

%) Penilaian  mengenai  ketidakcakapan Hakim  Komisaris  dalam
menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buref d
dilakuken oleh Tim Pengawas scbagaimana mekanisme pengawasan di
Pengadilan Tingsi.

Pasal 120 RUU KUHAP menyatakan Hakim Komisaris diberhentikan
dengan tidak hormat dart jabatannya Karena:

(1} dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

{23 melakokan perbuatan tercela;

(3) terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan

WeWenangoya;
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{4} melanggar sumpah jabatan; ateu
(5) merangkap jabatan sebagaimana dilerang dalam peraturan perundang-
undangan.

Selama menjabat sebagai Hakim Komisaris, Hakim Pengadilan Negeri
dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tuges lain yang
berhubungan dengan tugas Pengadilan Negeri. Setelah selesai masa jabatannya,
Hakim Komisaris dikembalikan tugasnya ke Pengadiian Negeri semula, selama
belum mencapai batas usia pensiun (Pasal 121 RUU KUHAP), Ketentuan lebih
lanjut mengenai syarat dan tate cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim
Komisaris ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 122 RUU KUHAP),

Dalam kelembagaannys Hakim Komisaris berkantor di atau dekat Rumah
Tahanan Negara. Makim Komisaris merupakan Hakim Tunggal yasg memeriksa,
mienetapkzan, atau memntus karena jsbatunnya seorang dir, dan  dalam
menjalankan tugasnya, Hakim Komisaris dibantu oleh seorang Panitera dan
beberapa orang Staf Sekretariat (Pasal 123 RUU KUHAP).

2.3. Perbandinpan Lembaga Pra-peradilan Dan Hakim Komisaris Dalam
Hukum Acara Phiana,

Penegakan hukum moupakan syarat mutiak bagi upays penciptasn
Indonesia akan kedanmalan dan keseiahteraan. Upaya vang dilakukan terscbut
adalah perbaikan dalam aspek keadilan yang akan memberikan kemudahan univk
pepcapaian kesejahteraan dan kedamaian. Salah satu upaya yang dijakukan untuk
perbaikan dan perkembangan dalam penegakan hukum adalah diundangkannya
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau disebut KUMHAP. Kitab
kodifikasi yang mengatur tentang sistern hukum pidana formil tersebut ditvangkan
dalam Usdang-undang Nomor § Tahun 1981 lembaran Negara 1981 Nomor 76,
kadifikns! tersehut merupaken perbaikan dari sistem Hukum Acara Pidana
sebelumnya yaity Herziene Inlands Regiement Stacisblied 1941 Nomor 44 (HIR)
vang merupakan Kodifikasi Hukum Acara Pidana yang dibuat oleh Kolonial
Hindia Belanda yang kandungannya memiliki reksud dan tujuan untuk menindes
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dan melakukan penjajahan terhadap Hak Asast Manusia, dan tentunya jauh dari
rasa keadilan maupun kepestian hulam.

Pembabaruan yang dilakulan terhadap HIR oleh Undang-Undang Nomor
& Tabun 1981 adalah adanya penghormatan yang lebih besar terhadap Hak Asasi
Manusia si tersangka atai terdakwa, karena Hukum Acara Pidana bertujuan untuk
mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, mencari pelaku dari suatu tindak
pidana serta menjatuhkan pidana dan menjaga agar mereka yang tidak bersalah
tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melekukan suatu
tindak pidana (Penjetasan Urnum Undang-Undang nomeor 8 Tahun 1981

Pada KUHAP (U.U. No. 8 Tahun 1981) ini ads penambehan baru yang
sebelumnya pada HIR tidak ditemukan, yaitu lembaga Pra-peradilan. Ditinjau dari
strukiur dan susunan peradilan, lembaga Pra-peradilan bukanlah suatu lembaga
vang berdiri sendiri. Lembaga tersebut merupskan pemberian wewenang dan
fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri.
Wewenang dan fungsi baru ity adalah tugas tamibshan untuk memeriksz dan
memutus fentang sah atau tideknya pensngkapan dan alau penahanan alas
permintaan tersangka atsu terdakwa, atau keluarganya atau pibak lain atas kuasa
tersangka, szh atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentisn
Penuntutan, stas permintaan, demi tegsknya hukum dan keadilen, dan
memutuskan tenfang permintaan gant kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka
atau keluarganya atau pihek laip atas kekuassannya vang perksranya tidak
diajukan ke Pengadilan (Pasal 1 Butir ke-10 KUHAP).

Lembaga Pra-peradilan dari awal dimaksudkan sebagai suatu ssrana
hukum yang dapat digunaken untuk mengajulean tuntutan baik oleh tersangka,
korban, Penyidik, Permuntut Umum meaupun pihak ketigs vang beckepentingan.
Namum dalam penerapannya ternyata masih banyak kendals, baik dari segi
substansinya {peraturan-peraturan pelaksananya), segi strukturisasinya (feknis dan
mekanisme aplikasi institusi yang terkait) serta segi kulturisasinya {(pemahaman
masyarakat pada umumnya tentang lembaga Pra-peradilan).”

¥L.oebby Logman, Prawperaditan Di Indonesia, Jakerta : Ghalia Tndonesia, 1990, Hal, 29-40,
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Pengertian Pra-peradilan pertama kali di perkenalkan dalam rancangan
Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP} pada tahon 1979, guna
menpgantikan lembaga rechrer commissoris (Hakins Komisaris). Istilah Pra-
peradilan yang digunakan oleh KUHAP memiliki maksud dan arti harfiah vang
berbeda dengan lembaga rechter cormissaris. Menurut Andi Hamzah, makna
“Pra” adalah “sebelum™ atau “mendahului®, dengan ini Pra-peradilan memiliki

maksud pemeriksaan yang dilakukan sebelum sidang Pengadilan®

Pra-peradilan banya dapat dilakukan apabila pokok perkara belum
diperiksa dalam sidang Pengadilan Negeri. Permohonan Pra-peradilan gugur
apabila pokok perkara sudah mulai diperiksa sedangkan pemeriksaan permohonan
Pra-peradilan belum selesai (sebagaimans vapg dituangken dajam Pasal 82 ayat
{1} UL} No.8 Tzhun 1981).

Lembaga Pra-peradilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya
hak Hobpas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan
jaminan fundamental terhadap Hak Asast Manusia khususnya hak kemerdekann.
Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suate Surat
Perintah Pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan
atas dirinya {Polisi atau Jakss) untuk membuktikan bahwa penshanan tersebut
adalzh tidek melanggar hukum {(fega/) atau tegasnya benar-benar sah sesual
dengan ketentuan hukum vang berlaku®™, Hal ini wntuk menjamin bahwa
perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau
terdalkwa it benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku dan tidak melanggar Hak Asasi Manusta, Surat perintzlt hcbeas corpus in
dikeluarkan oleh Pengadilan pada pihak yang sedang menahan (Polist atau Jaksa)
melalui prossdur yang sederhana, langsung dan terbuka sehingga dapat
dipergunakan oleh siapa pun. Bunyi surat perintah Aebeas corpus (he write of _
habeas corpusy sdalah sebagai berikutr  “8i tehanan “berada dalam penguasaan

8 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesin, Jakaria @ Siner Geafika, 2004, bal. 183,
* Opcit. Adnan Buyung Nesution, hai. 1,
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Saudara. Sandara wajib membawa orang itu di depan Penpadilan serta wajib
menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”,*

Prinsip dasar habeas corpuy ini memberikan inspirasi untuk menciptakan
suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang vang
sedang menderita karena dirampas atan dibatasi kemerdekaannya untuk
mengadukan nasibnya sekaligus mengujl kebenaran dan ketepatan dari tindakan
kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa {heamg middelen) baik penangkapan,
penahanan, penpgeledaban, penyitean maupun pembukaan surat-sweat vang
dilakukan cleh pihak Kepolisian ataupus Kejaksaan atau pula kekuasaan latnnya.
Hal ini dilatarbelakangt oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi
perkosaan atas hak asasi tersangla atau terdabws oleh Penyidik dan Penuntut
Umum, karena tidak adanya suvate lembaga atau mekanisme yang dapat menilai
dan menguji apakakh tindakan upaya paksa vang dilakukan itu telah sesuai dengan
keterduan hukum atau tidak. Seorang tersangka atau terdakwa vang ditangkap atau
ditahan, scolal-olah berada di dalam suatu “rusngan pelap” daa tidak berdays
sama sekali (helpless).”

Padahal sistern peradilan Kita pon menganut asas praduga tidak bersalah,
yang artinya setiap orang yang disangka aiau diduga keras telah melakukan tindak
pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibukiikan kesalabannys oleh suaty
Putusan Pengadilan melalui sideng peradilan yang terbuka, bebas dan tidak
mepsifak, Maka orang tersebut harusish dijunjung dan dilindungi hak asasinya.
Narmun pada kenyataansnya dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru
disangks atzu didupa melakukan tindak pidana, pihak Penyldik atau Penuntut
Umum seringkali langsung saja menggunakan upsya paksa tanpa dipenuhinya
syarat-syarat formil dan terutama sysrat-syarat materiil dalam hal mensngkap
maupun menahan seseorang.”

Pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa yang digunakan inifah
vang tidak kita miliki dalam tingkatan pemerikssan pendahulven di mass

5% nid,
* 1bid.
** Ibid,
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berlakunya HIR. Memang pada masa itu ada semacam pengawasan cleh Hakim,
yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan
persetujuan Hakim (pasel 83 € ayat 4 HIR). Namun, dalam prakiek kontrol
Hakim ini korang dirasakan manfaatnya, karena tidak efektif mengingat urusan
perpanjangan penahanan oleh Hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata
dianggap hanya urusan birokrasi belaka,

Dalam proses tersebut, semua surat permohonan perpanjangan penahanan
secara serta merta tanpa diperiksa lagi langsung saja ditandatangani oleh Hakim
ataupun potugas yang ditunjuk oleh Hakim, Akibatmya, hanyak penahanan vang
berlarut-larut sampai bertahun-tehun dan korban yang bersangkutan tidek
memiliki hak dan upayas hukum apa pun yang tersedia baginya untuk melawan
kesewenang-wenangan yvang menimpa divinya, Dia hanya pasrah pada nasib, dan
menungey belas kasihan dari Hokim untuk membebackannya kelak di muka
pemeriksaan persidangan Pengadilan®

Sidang Pra-peradilan yang diadakan atas permintaan tersanigka atau
terdalowa atenpun keluarganye afau atas kuasanya merupakan svatu forum yang
terbuka, yang dipimpin seorang Hakim atau lebih untuk memanggil pihak
Penyidik atau Penuntut Umum yang telah melakukan upaya paksa agar
mempertanggungjawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan,
apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem penguitan
melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam
Habeas Corpus Act, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hokum umuk
melawan perampasan atau pembatassy kemerdekaan vang dilakukan secara
sewenang-wenang oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum. Sebab dalam forum i
pikak Penyidik atau Penuntat Umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah
dan tidak melanggar hukum.®

Untuk keperfuan tersebut, tentu saja pihak Penyidik ataupun Penuntut
Umum harus membuktikan bahwa dia memiliki seroua syarat-syarat hukum yang

j: Op. Cit. Gemar Seno Adlie, Hukum, Hakim Pldana, H81.102.
lbld.
2 Op, Cit. Lotbby Logman, Prowseradiion DI Indoresta, Hal. 30,
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diperlukan, baik berupa syarat-syarat formil maupun materiil, seperti misalnya
surat perintah pevangkapan atay penahanan, adanva dugasn Keras telah
melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yeng cukup,
ataupun dalam hal penshanan adanyas zlasan yang nyata dan konkrlt bahwa st

pelaku zkan melarikan diri, menghilangkan barang bukii atau mengulangi
Keiahatannya.

Selain itn, melalui forum Pra-peradilan ini jugs dipenuhi syarac
keterbukaan {Hansparancy} dan akuntabiiitas publik (public accountability) yang
merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak
serta menjunjung tingei Hak Asasi Manusia. Dengan adanya transparansi dan
akuntabilitas publik ini maka dapat dicegah timbulnya prakick-praktek birckeasi
vang ftertutup  dan  sewenang-wenang dalam  menahan  orang  ataupun
memperpanjang penahanan seperti teriadi pada masa HIR sebagaimana diuraikan
di atas, Juga depat dicegsh terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN} dalam proses membebaskan tshanan, Melalni forum terbuka ini
masyarakat juga dapat ikut mengonirol jalennya proses pemeriksaan dan
penguiian kebenaran dan ketepatan tindakan Penyidik maupun Penuntut Umum
dalam menahan atau membebaskan seseorang, mengonito! alasan-alasan dan
dasar hukum Hakim Pra-pecadilan vang memerdskakannya,*

Meskipun demikian, harus diakui bahwa Pra-peradilan memifiki berbagai
kelemahan dan kekurangan, karena: Pertama, fidak semua upaya paksa dapat
dimintakan pemeriksaan untuk divji dan dinifai kebenaran dan ketepatannya oleh
lembaga Pra-peradilan, misalnya tindaken penggeledehan, peayitaan dan
pembukaan serta peméeriksaan surab-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP,
sehingge menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwesang memeriksanya
apabila terjadi pelanggaran. Di sini lembaga Pra-peradilan Kurang memperhatikan
kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan
dan penggeledehan, padshal pengpeledahan yang sewenang-wenang merupakan
pelanggparan terhadap ketenteraman rumah tempat tinggal orang (privacy), dan

5 Op. Cit. Adnan Buyung Nesution, Hal, 9.
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penyitaan yang tidek sah merupakan pelanggaran sering terhadap hak milik
seseorang.

Kedua, Pra-peradilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau
tideknya suate pepangkapan atau penshanan, tanpa adanya permintaan dari
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sehingga apabila
permintaan tersebut tidek ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan
nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaky, maka sidang Pra-peradilan
tidak dapat diadaken. Kefige, sebagaimana ternyate dalam prakiek seluma ini
dalarn pemeriksaan Pra-peradilan, Hakim lebih banyak memperhatikan perihal
dipenuhi fidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau
penahanan, seperii misalnya ada atay tidak adanya Surat Perintah Penangkapan
(Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 ayat (2)
KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya. Padahal
syarat materiil inilalt yang menentukan apakah seseorang dapat dikenzkan upaya
paksa berupa pepangkapan atau penshanan oleh Penyidik atap Penuntut Umum.
Tegasnys, Hakim pada Pre-peradilan seolah-oleh tidak peduli epaksh tindakan
Peayidik atau Penuntut Umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah
memenuhi syarat-syarat materiil, yaite adanya “dugaan keras” telah melakukan
tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cokup”, Ada tidaknya bukti
permulzan yang cokup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh
Hakim, karena umumuya Hakim Pra-peradilan menganggap bahiwa hal itu bukan
menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan
perkara yang menjadi wewenang Hakim dalam sidang Pengadilan Negeri

Demikian jugz dalam hal penahanan, Hekim tidak menilai apaksh
tersangka atau terdakwa yang “diduga kerss” melakukan tindak pidana
herdasarkan “bukei permalaan yang cukup® benar-benar ada alasan yang konkrit
dan nyala yvang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan “akan
melarikan dirl, menghilangkan barang bukti ataupun mengnlangi perbuatannya”.
Parm Hakim umumnya menerima saja bahwa hal adanya kekhawatiran tersebut

54 1mid,
2 151,
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semata-mata merupakan wrusan penilaian subyekiif dari pihak Penyidik atau
Penuntut Umum, atau dengan lain perkataan menyerahkan semata-mata kepada
hak diskresi dari pihak Penyidik dan Penuntut Umum. Akibatnya, sampai saat ini
masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangwenangao dalam
hal penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tersangka ataupusn terdakwa
oleh pthak Penyidik ataupun Penuntut Umum, vang tidak dapat diuji karena ddak
ada forum yang berwenang mermeriksanya. Padahal dalam sistem habeas corpuy
act darl negara-negars Angle Saxon, hal ini justrs menjadi tonggak ujian seh
tidaknya penahanan terhadap seseorang staupun boleh tidaknya sesecrang
ditahan.®

Secara prinsip terdapat beberapa ke!mnahaz; vang ada pada lembaga Pra-
peradilan tersebut, apabila diperhatikan bahwa tugas dan wewenang dari Pra-
peradilan sangatiah terbatas. Uniok lebih lanjut dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa Pra-peradilan hanyalsh menguil dan menilsi fentang kehenaran ataw
ketepatan tindakan upaya paksa yang dilzkukan Penyidik atau Penuntut Umum
dalami hal yang menyangkut penangkapan dan penabanan, Penghentian
Penvidikan dan Penuntutan, serta hal ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kelemahan pada icmbaga Pra-peradilan dapat dilihat pada kenyatasn
bahwa fidak semus upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan
dinilal kebenaran dan ketepatannya oleh lembags Pra-peradilan, misalnya
tindekan penggeledahan, peayitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat
sebagaimana diuraikan di atss, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang
berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Dalam hal ini Pra-
peradilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersengka
atan tardakwa dalam hal penyitasn dan penggeledaban. Kelemahan selanjutnya
yang dapat dilihat pada sistem Pra-peradilan ini adalah tidak tersedianya
kewenarigan untuk menguii dan menilai sah atau tidaknya suatw penangkapan atau
penahanan tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak
fain ates kussa tersangka.

*€ Ibid.
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Peranan Hakim dalam sistem Pra-peradilan terkait pada pemeriksaan
dalam sidang Pra-peradilan, Hakim lebik banyak memperhatikan perihal terpenuhi
atau tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dan sama sekali tidak menguji dan
menilai syarat materiil. Semestinya syarat materiil inilah yang justeru dijadikan
sebagai penentu apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa dalam hal
penangkapan atau penahanan oleh Penyidik atas Penuntut Umuem, Dapat
dikatakan bahwa Hakim pada Pra-peradilan seakan-akan tidak peduli apakah
tindakan Penyidik atau Penpuntut Umum yang melakukan penengkapan benar
benar telah memenuhi syarat-syarat materii] atau tidak, Dalam sistem Pre-Tvial
vang menerapkan Habeas Corpus oleh negara yang menganut sisiern hukum
Anglo Saxon, hal semacam itu justeru menjadi titik awal dalam penguiian fentang
sah atau tidaknya penahanan wrhadap seseorang ataw pun boleh tidaknya
seseorang ditahan. Di Negara Amerika Serikat yang menganut sistem Anglo
Saxon, peranan Hakim tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap tindakan
penangkapan dan penshanan yang sudah terjadi saja, melainkan juga pada waktu
sebelumnya, yaitu sebefum diadakan penahanan, bahkan sebelum dikeluarkannya
Surat Dalewaan, Hakim berwenang memeriksa dan menilai apakah ada alasan dan
dasar hukum yang kust tentang terjadinya peristiwa pidana dan bukti-bukti
permulaan yang cukup untuk mendakwa bahwa memang tersangkalah pelakunya,
walavpun pemeriltisaan tentang bersalah tidaknye berdasarkan bukti-bukti yang
ada baru akan dilangsungkan kemudian di dalam sidang pemeriksaan perkara,”

Dukungan dan tanggapan positif yang menyetujui akan adanya lembaga
Hakim KXomisaris mempunyai pendapat bshwa dalam fshap pemeriksaan
pendahuluan tidak cukup apabila dilakukan pengawasan secara vertikal saja, yaitu
pengawasan secara struktural, dar atasan kepada bawshannya, yang dilakukan
oleh Kepolisian maupun Kejaksaan sendiri dimana pengawasan tersebut diatur di
dalam HIR serta Undang-Undang Pokok Kejaksaan, telapi juga periy dilakukan
pengawssan secara horizontal, vaitu pengawasan oleh lembaga Hakim Komisaris
itu sendiri. Timbulnya pendapat yang menyatakan bahwa dibutshkan tidak hanya
pengawasan secars vertikal saja dalam tahap penmyelidikan, penyidikan,
penangkapan, penahanan, penggeledakian, penyitaan, serta pernuntutan, tetapi juga

7 Ibid. Hai. 18
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dibutuhkan pengawasan secars Horizontal oleh lembaga yang juga melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa ini dikarenakan banyak terjadi
pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan upaya paksa®®, dan lembaga Hakim
Komisaris diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesual dengan

kewenangan yang diberikan dalam tahap penyelidikan hingga tabap penuntutan,
khususnya terhadap pelaksanaan upaya paksa tersebut,

® Dikutlp durt Artikel Pensfitian : Pengawasan Horlsontal terhadap Upays Paksa Dalom Proses
Peradilan Pldana, Jukarta: MaPPI FHUI, hal. 14,
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BAR N1

KONSEPSI PERATURAN TENTANG HAKIM KOMISARIS TERHADAP
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DALAM UPAYA PEMBAHARUAN
S5I8TEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

3.1. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dan Penghentian Penuntutan

Tidak Pldana Menurut RUU KUHAP

RUU KUHAP menyaizkan penghentisn penyidikan dan penghentian
penuntutan seccara eksplisit yang dituangkan dalam pasal-pasal pada tiep bab yang
mengatur tentang penyidikan dan penuntutan, pada bab ini akan dibahas tentang
pensiitian mengenal konsepsi RUU KUHAP terhadap Hakim Komisan terhudap
penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Sebelum penulis akan
membahas terlebih dahulu penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan
dimulai dari pengertian dan mekanisme yang diatur menurut RUTU KUHAP.

3.1.1. Penghentian Penyidikan Tindak Pidasa

Secara gramatikal, yang dimaksud dengan penyidikan adalab serangkaian
tindakan Penyidik vang diatur oleh undangeundang untuk mencart dan
mengumputkan bukti peisku tindak pidans. Asal kata penyidikan adalah sidik
vang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamatamat, ©'

Sebelum penyidikan dimulal dengan konsckuensi penggunasn upaya
paksa, terlebih dahulu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta
yang diperolsh dari hasid penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang seinule diduga
sebagal suaty tindak pidana adafeh benar-benar merupakan suatu tindak pidana
yang telah ditentukan oleh svatu peraturan perundang-undangan pidana.

Adapun istilah atau pengertian sceara yuridis mengenal penyidikan adalah
serangkaian tindakan Penyidik unk mencart kebenaran materti] dengan cara

g amus Besar Bahasa Indonesin, Palal Pustaks, cerakan kedus, 1989, hal. 337
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mengumpulkan bukii-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan terang tindak
pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanys (Fasal 1 angka 1 RUU
KUHAPF;.

Jelaslah bahiwa tujuan penyidikan adalah untuk menentukan tersangka dari
sebuah peristiwa tindak pidana vang telah terjadi dengan telah menemukan suatu
kebenaran materiil atas bukti-bukii yang teizh diperoleh. Lalu bagaimana ;iika
Penyidik melakukan tindakan daism rangka menentuken tersangka atas perkara
tindek pidana temyats Penyidik tidaK dopat menemuken kebenaran materii!
karena tidak ada bukti-bukil yang cukup. Kebenaran materiil adalzh kebenaran
yang selengkap-lengkapnya dari suaty perkara pidana dengan menerapkan
ketentuan huokum secara jujur dan tepat, dengan fujuan untuk mencar siapakah
pelaku yang dapat didakwakan atas suatu pelapgparan bukem, dan sefanjutnya
dilakukan pemeriksaan dan diberikan Putusan Pengadilan kepada oreng yang
benar-benar melakukan perbuatan pidana tersebut, ataw dengan kata lain orang
yang didalcwa itulah yang memang dapat dipersalahkan.®

Tujuan dari penyidikan sdalah untuk mencari dan mengumpulkan alat
hukti dari suatu perkara pidana yaag telah terjadi demi terciptanya keadilan dan
kepastian hukum. Dengan kata lain, penyidikan bukanlgh tindakan vang dilakukan
untuk mencari kesalahan dari sesegrang vang disangkakan telak mslakukan tindak
pidana. Oleh karena iy, tindakan penyidikan harus dilakukan secara efisien dan
efekuf, tidak berlarut-larut schingge menimbulkan ketidekpastian hukum bag)
sesecrang vang disangks ata sang tersangka. Untuk keperiuan itulah, sndang-
undang memberl kewensngan kepada Penyidik untuk dapat melakukan
penghentian terhadap penyidikan, walanpun belum selesal, Penyidik dapat
menyatakan Penghentian Penyidikan terhadap suatu tindak pidana yvang sedang
ditanganinya. Akan tetapi kewenangan ini tidak dibeparkan dipergunakan secars
sewenang-wenang, Penyldik hanya dapat menyatekan menghentikan penyidikan

apabila memenubi gyarat-syarat yang difentukan secara limitatif dalam Hukum
Acara Pidana,

¥ On. Cit, Waoluyadi, hal. 13,
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penyidik diberi kewenangan oleh
RUU KUHAP untuk dapat melakukan tindakan Penghentian Penyidikan terhadap
proses penyidikan yang sedang berjalan. Kewenangan Penyidik dalam melakukan
Penghentian Penyidikan ini diatur dalam Pasal 14 RUU KUHAP vyang

menyatakan :

“Dalam hal Penyidik menemukan bahwa perkara yang ditangani tidak
terdapat cukup buokti atau peristiwa yang disidik ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum,
Penyidik dengan persetujuan Penuntut Umum menghentikan penyidikan
dengan memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu
paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan

kepada Penuntut Umum, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya.”

RUU KUHAP telah menyatakan secara limitatif alasan-alasan yang dapat
dipergunakan oleh Penyidik sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan.
Pengaturan alasan secara limitatif ini sangat penting, karena dapat menghindari
kecenderungan negatif dari Penyidik dalam menjalankan kewenangannya untuk
melakukan penghentian penyidikan tersebut. Pembatasan alasan ini juga berguna
sebagai mjukan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan yang merasa

keberatan oleh karena adanya suatu penyidikan yang dihentikan oleh Penyidik.

Beberapa alasan yang dapat dipergunakan oleh Penyidik untuk melakukan

Penghentian Penyidikan merujuk pada Pasal 14 RUU KUHAP, vaitu sebagai
berikut :

1} Tidak terdapat cukup bukti.

Apabila Penyidik dalam melakukan penyidikannya temyata tidak
mendapatkan bukti yang cukup untuk digunakan sebagai dasar untuk
melakukan penuntutan terhadap tersaugka di sidang Pengadilan, maka
Penyidik dapat menghentikan penyidikannya. Pedoman yang dapat dipakai
oleh Penyidik untuk menilai apakah bukti yang diperoleh dari Penyidikan

telah cukup atau belum untuk dijadikan dasar penuntutan adaleh didasarkan
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pada pemahaman atas apa yang telah ditentukan oleh Pasal 177 ayat (13 RUU
KUHAP, vang berist pencgasan dan peniclasan tentang alat-alat bukd yang
sah untuk diatukan dalam persidangan Pengadilan. Alat bukti yang sah untuk
dapat disjukan di muka sidang Pengadilan adalah meliputi ; barang bukti,
surat-surat, buktl elektronik, keterangsn secrang ahli, keterangan scorang
saksi, keterangan terdakwa, dan Pengamatan Hakim, Alat-alat bukdi tersebut
harus diperoleh secera tidak melawan hukum (Pasal 177 ayat {2) RUU
KUHAP).

Penyidik harus berpiisk atas ketentuan tersebut di atas untuk menentukan

apakah bukti yang diperciehnya telah benar-benar cukup untuk membuktikan

sahwa seseorang yang disangkakan bersalab di muka persidangan. jika slat
bukil tersebot ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorvang
vang disangkekan, maka Penyidik melskukan Penghentian Penyidikan,
Namun demikian, walaupun sudah dihentikan penyidikannya, apabila di
kemudian hari telab diperolen bukti-bukti yang lainnya dan sekiranya hal itu
menjadikan bukti telah cukup untuk mengajukan sesecrang ke sidang
Pengadilan, maka Penyidik dapat melakukan peayidikan kembali.®?

Perigtiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dari hasii penyidikan ternyata menunjukkan bahwa peristiwes yang
sedang dilakukan penyidikan bukanlah merupskan tindak pidans, make
Penyidik berwenang untuk mengheotikan penyidikennya terhadap peristiwa
vang sedang difanganinya tersebut. Untuk menentukan apakah suatu peristiva
merupakan sualy tindak pidana atsu bukan memang tidakizh mudah. Terdapat
berbagal kesulitan unfuk mombadakan sustu perbustan tertentu  adalsh
perbuatan yang dapat dipidana atau lidak. Seringkali ditemukan peristive-
peristivg yang eral hubunganuya dengan lngkup hukum perdata, misalnya
antara perjanjian hutang-piutang dengan penipuan ataw penggelapan. Untuk
menyelesaiken permasalshan dalam pembatasan mana peristiwa pidana dan

peristiwa perdats, tentunya harus didasarkan dengan mengetahui terlebih

¥ Ibid, Mol $1,
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dahuly kriteria dari hukum pidana dan hukum perdata dengan segala maksud
dan tujuan dari kedua cabang hukum tersebut. Dengan melihat kriteria kedua
cabang hukum tersebut maka Penyidik dapat menentukan bagian peristiwa apa
saja yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tindak pidana,®

3} Penghentian Penyidikan Demi Hukum,.

Penghentian Penyidikan demi hukum pade pokoknya seialan dengan
alasan-alasan tentang hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak untuk
menjalankan pidana yang diatwr dalam Bab IV RUU KUHAP, vaitu di
antaranya adalah

#) Telah ada putusen yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Nebis Jn
Kdem),

Seseorang vang telah diputus oleh Pengadilun dan putusannya teiah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat dituntut kembali
untuk perkara yang sama. Jadi, apabila Penyidik melakukan penyidikan
perkara yang telah hilang hak untuk meountutnya karena ne bis in idem
tersebut, maka Penyidik harus menghentikan penyidikannya. Berlakunya
ne bis in idem twigantung pada salah satu hal vang menvatakan bahwa
tethadap seseorang tersebut telah dijatuhkan putusan yang tetap oleh
Hzkim untuk peristiwa pidana seperti putusan berupa penetapan sanksi
atau pidana, putusan lepas dari segala tuntutan pidana dsn putusan bebas.

Tujuan dari asas ne bix in idem ini adalsh ager Pemerintah tidak
berulang-viang memeriksa suatu peristiwa pidana, karena hal ini dapat
mengurangi kepereayaan masyarakat terhadap kinerie pemerintahannya.
Tujuan lainnye jaleh untuk memberikan rasa tenang bagi seseorang yang
dianggap sebagai tersangka, sehingga di dalam hatinya tidak teruse
menerus tertanam perasaan terancam oleh bshaya penuntuten kembali
untuk peristiwa pidana yang telah diputus oleh Pengadilan.

u +
¥ 1544, Hal. 75,
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b) Tersangka/terdukwa meninggal dunia,

Dengan  meninggalnya tersangka, maka dengan sendirinya
penyidikan terhadap tindak pidana yang dilekukannya harus dihentikan,
Hal ini mengingat pada prinsip dasar KUHP, yaitu penuntutan sanksi

pidans haruslah ditujukan Repada persons (wibadi perseorangasn) yvang
dituduh.*®

Prinsip hukum tersebui mdalah penegasan pertanggungiawnban
dalam hukum pidans, dimana tanggung jawab sescorang dalam hukum
pidana, hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana semata. Apabila
arang yang disangka scbagail pelaku tindak pidana telah meninggal dunia,
maka tuntotan atas peristiwa itu selessi, delam arti tidak bisa dilanjutkan
kepada ahli warisnya, Asas ini dikecuslikan penerapanays terhadap tindsk
pidana Khusus vaity Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucion
Uang dan Tindak Pidana Ekonomi fainnya.”’

¢} Kadsluwarsa,

Kadaluwarsa atau lampay wakiu menyebabkan hilangnya hak
untuk menuntut, Kadaluwarsa diatur dalam Pasal 14% RUU KUHP.
| Apabila Penyidik menemukan bahwa perkara yang sedang disidiknya
ternyata telah kadaluwarsa, maka Penyidik tidek dapat lagi melakukan
penyidikan terhadapnya. Alasan perkara yang telah kadaluwarsa untuk
ditakukan penghentian penyidikan ialal apabila sudsh lewat waktunya
beberapa wakty, spalagi wakw yanp lewat it panjang, maks ingatan
orang tentang peristiwa itu pastilah berkurang, babkan tidak jarang hilang
sama sckali, schingga menurut Teori Ppembaiasan maupun Teori Preventif
Umum dan Khusus sudah tidak ada gunanya lagi untuk menuntut
hekuman terhadapnya ™

M Gerson W, Bawengan, Pesyiidikan Porkara Pldana Dan Teknik intrograsi, lekana: Predya
Parantita, 1988, hal. 182,

7 Thid. Hal 183
£ 1bid,
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Kepada individu harus diberikan kepastian hukum dan jaminan
atas keamanannya menurut hukum, terutama apabila individu tersebut
telah terpaksa tinggal lama di luar negeri dan dengan demikian untuk
sementara waktu telah kehilangan atau dikurangi kemerdekaannya. Dalam
penyidikan perkara pidana biasanya sulit untuk mendapatkan bukti yang
diperlukan apabila telah lewat waktu yang agak panjang. Oleh karena itu,
hukum menetapkan, jika batas waktu untuk menuntul seseorang dalam
suatu perkara tindak pidana telah lampaeu, tidaklah diperbolehkan lagi
untuk melakukan penuntutan terhadapnya karena melakukan penyidikan
terhadap perkara tersebut adalah kesia-siaan belaka.®

Apabila terdapat alasan-alasan seperti apa yang dijelaskan di atas, maka

Penyidik berwenang untuk melakukan Penghentian Penyidikan. Penghentian

Penyidikan ini oleh Penyidik wajib diberitahukan kepada pihak-pihak yang -

berkepentingan. Adapun pihak yang ber}cepcntingan tersebut adalah pihak
Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya, Penasehat Hukum dan korban
tindak pidana (Pasal 14 RUU KUHAP).

3.1.2. Penghentian Penuntutan Tindak pidana

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk menentukan suatu
perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat Surat
Dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang
dengan permintaaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang
Pengadilan (Pasal 1 angka 2 RUU KUHAP). Menurut Pasal | angka 3 RUU
KUHAP, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Putusan Pengadilan atau
Penetapan Hakim. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk
bertindak sebagaj Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang {Pasal I angka 4 RUU KUHAP).

¥ Ihid.
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RUU KUHAP memberi togas dan kewenangan pada Penuntut Urmnum,
yang ditentukan dalam Pasal 42 ayat {1} yaitn : melakukan koordinasi dan
memberikan konsulasi pelaksanaosn penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik,
menyampaikan sural permohonan kepade Hakim Komisaris unmk melakukan
penggeledaban, penyadapsn, dan langkah-langkah vang lain, menerima das
memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik, memberi persetujuan atas
penahanan yang melebihi 2 x 24 (dua kalt dua pulub ampat) jare yang dilekukan
oleh Penyidik, meminta pensndatanganan Surat Perintah Penahanan kepada
Hakim Komisaris, memints penandatanganan Surat Perintah Penahanan kepada
Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Keumia Pengadilan Negeri,
mengajukan permintzan penangguhan penahanan kepada Hakim Komisaris atau
kepada Hakim Pengadilan Negeri, membuat Surat Dakwaaa dan membacakannya
kepade terdakwa, melimpahkan perkara dan melakukan  penuntutan ke
Pengadilan, menyampaikan pemberitabuan kepsda terdakwa {entang ketentuan
waktu dan lempat perkars disidangkan dan disertai surat panggilan kepada
terdakwa dan kepada saksi wntuk datang pada sideng yang telah ditentukan,
melakganakan Penetapan Jan/atau Putusan Hakim Komisaris, Hakim Pengadilan
Megeri, Hakim Pengadilan Tinggi, atau Hakim Mahbkamah Agung, serta
melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-undangan
yang beriaku. '

Disamping wewenang dan tugas Penuntut Umum yang telab ditenmukan
sebagaimana diuraikan 4i atas, Penuntui Umum juga dapat mengajukan svatu
perkara kepada Hakim Komisaris untuk diputus tentang layak atay tidak Jayaknya
perkara terschut untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan (Pasal 44 ayat (1)
RUU KUHAP). Dengan diajukannys penilaian kelayakan kepads Hokim
Komisaris terbadap penuntutan, sebelum memberi putusan tentang fayak atau
tidak layak suatu perkara dilakukan penuntusan ke Pengadilan, Hakim Komisaris
dapat menterikss fersangka dan saksi sertz mendengar konkdusi Penuntut Umum
{Pasal 44 ayat {2) RUU KUHAP). Putusan Hakim Komisaris tentang laysk atau
tidak laysk suatu perkara dilskukan penustutan ke Pengadilan adalah putusan
pertama dan terakhir. (Pagal 44 ayat (3) RUL KUHAP).
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Dalam hal Penghentisn Penuntutan, maka perlu dicermati pebedaan antara
Penghentian Penumutan Demi Kepentingan  Hukum  dengan  Peoghentian
Penuntutan Demi Kepentingan Umum. Hal ini perlu dijelaskan dikarenakan RUU

KUHAP mengatur kedus bentuk Penghentian Penuntutan tersebut, Perbedaan
antara keduanya ialah:™

A, Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum
Pertama, Penghentian Penomtutan vang dilekukan oleh Penuntut Umum
alasannya bukan didasarkan kepada kepestingan vmum, asksn tetapi
semata-mats didasarkan kepada alasan kepentingan hukum Itu sendiri,
yakni apa yang telah ditentukan dalam Pasal 145 RUU KUHP vang
mengatur tentang gupurnys penuntutan. Kedua, pekara vang bersangkutan
pada umumnya masth dapat digjukan kembali penuntutannya jika sernyata
diketemukan slasan bary  yang memungkinkan perkaranya dapat
dilimpahkan ke sidang Pengadilan, misalnya diketemukan bukti baru
sehingga dengan bukti bary tersebut sudah dapat diharapkan untuk
menjadikan Hakim yakin dan kemudian menghukum terdakwa (Pasal 48
ayat {33 RUU KUHAF). Penghentian Penuntutsn Demi Kepentingan
Hukum mengandung pengertian penuntutan yang diatur dalam Pasal |
angka 2 RUU KUHAP, vaitu yang menentukan hahwa Penuntut Umnum
dapat menentukan suatu perkara tindak pidana dapat ditakakan Penontutan
atau tidak, jika tidak dilakekan penuntutan maka Penuntut Umum
menyatakan penuntutan perkara tersebut dihentikan, dan sebaliknya
apabila tidak maka penumutan perkara tersebut dilanjutkan ke sidang
Pengaditan.
b. Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Umum

RUU KUHAP menyateken Penghentian Penunfutan Dem! Kepentingan
Umum tersebut migrupakan penerapan darf asas oportunitas dari seorang
Jaksa, yang salah satu bentuknya adalah melakukan penyampingan
perkara (deponering perkara). Pada penyampingan atau deponering
perkara, perkara yang bersangkutan memang mempunyai cukup alasan

% p.Cit. Andi Hamzah, Pokok-pokok Pemikiran, Hal.3.
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dan bukti ontuk digjukan dan diperikss di muoka sidang Pengadilan.
Denpan lzin perkataan babwz dari fakie dan bukti yang telah diperoleh,
kemungkinan besar terdakwa dapat dijatubi hukuman. Akan tetapi perkara
vang cukup fakia dan bukt ini szngaja dikesampingkan dan fidak
dilimepahkan ke sidang Pengadilan oleh Peruntut Umum atas alasan “demi
kepentingan umum” . RUU KUHAP mengatur Penghentian Penuntutan
dalam Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penuntut Umum juga
berwenang demi kepentingan umum dan/stan dengan alasan fertentu
menghentikan pemuntutan balk dengan syarat maupun tanpa syaral,
Kewenangan Penuntut Umam dalam ketentuan ayat inj disebut juga
dengan asas oporfunitas, yaitu kewermngan untuk menuntut atan tidek
menuntut suaty perkara {(untuk dilakukan langkeh penyelesaian perkara di
luar Pengadilan). Penyelesaian 4i luar Pengadilan ini dipertanggung-
jawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan (Penjelasan Pasal
42 ayat {2) RUU KUHAP).

3.2,  Hakim Komisaris Dalar Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dan

Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

Dengan dilakekannya ratifikasi oleh pemerintah Indonesia terhadap
Internotional Covenant on Chvil and Political Rights yang disahkan dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 teniang Pengesahan Infernational
Covenand on Civil and Political Rights {Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Sipl) dan Politik), maka konsepsi mengenal pengaturan Hukum Acara Pidana di
Indonesia diharapian mengalami perubahan yang mendasar demi tuntatan aspirasi
rakyat yang berkembang sesual denpgan perkembangan hukum dan perubahan pera
politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi
yang global, Perubahan tersebut barus dimaknal dengan suatu keinginan yang
lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring
denpan tuntutannya. Untuk itu, dilakukanlah perubahan sobstansi pada KUHAP
dengan dibentuknya lembaga bary, vakni lembaga Hakim Komisaris. Lembaga ini
pada dusarnya merupakan lembaga vang teristak antars Penyidik dan Penuntd
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Umum di satu pihak dan Hakim di jain pihak. Wewenang Hakim Komisaris lebih

luas dan lebih lengkap daripada Pra-penuntutan {lembaga Pra-peradifan).”

Terkait dengan kewsnangan Hakim Komisaris yang luas lersebu,
kewenangan yang terkait dengan Penyidikan dan Penuntutan adalah bahwa Hakim
Komisaris adalah peiabat yang dibert wewenang menilai jalannya Penyidikan dan
Penuntutan {Pasal | asngke € RUU KUHAP), dan wewenang lerhadap
Penghentian Penyidikan stay Penghentian Pepuntutan yang tidak berdasarkan asas
oportunitas {Pasal F11 avat (1) butic () RUU KUHAP) Kedua kewenangan
tersebut merupakan begian dari kewenangatn Hakim Komisaris lainnya yang
diberikan oleh RUU KUHAP terkait peranannya sebagai lembaga pengawasan
terhadap upaya palesa dari penegak hukum.”

3.2.1. Mekanisme kewenangan Hakim Komisaris Dalam Penghentian Penyidikan
Tindak Pidana

Pengertian penyidikan dapat disamakan dengan pengeriian “investigation”
dalam bahasa Ingpris atau “esporimg” dalem bahasa Belanda, Menyidik
{osporing} berarti pemerikszan perrmulaan oleh pejabat-pejabal yang untuk it
ditunivk oleh undang-undang scgera setelsh mercka dengen jalan apspun
mendengar kabar yang beralasan bahwa telgh terjadi pelanggaran hukum®. RUU
KUHAP memberikan definist penyidikan sebagai berikut (Pasal { angka I3

“serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari kebenaran materill dengan
cara mengumpuikan buki-buktl yang dengan bukti tersebut menjadikan
terang tindak pidana vang terjadi dan menentukan tersangkanya™.

Berdasarkan RUIU KUHAP tersebut, yang menjadi tuan dalam
penyidikan adalah kebenaran yang bersifat materiil dengan cara-cara berops

#

Umum, drafl 2008,

Wawancara denpan Indriyento Sene Adjler Belist menyaiskan behwa lembsga Hakim
Komishsis merupskan “mid of primary court yang lebih melakukon efekiifitas terhadep
iembaygs pengawssny terhedap upsyg paxsa derd pare penegak hukom dan ditempatkan sebagal
fungsionalisasi sekahigus resvaluast terhadap subsistem peradilan pidans veng dianggop tidnk
maksimal dalam persbangunan hokum rasionsl 3 ndonesia, Jekarta, Tenggal 3 funt 2008,

P Andl Homesh, Pengontor Hukum Acora Piduna Indonssio, Jekarta : Ghalle Indonesia, Hal, 118,

i
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pengumpulan bukii-bukei untuk menjadikan jelas perkara tindak pidana dan agar
dapat menentikan siapa pelakuaya. kebenaran materitl ialab kebenoran yang
selengkap-lengkapnya dari suatu perkars pidena dengan mengrapkan keientuan
Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat.™

Penyidik, sesusi ketentuan Pasal 8§ RUU KUHAP dalam melakukan
penyidikan, berkoordingsi dengan Penuntut Umum, Koordinasi tersebut ditnjukan
agar Penuatt Umuom sejsk awal sudsh mengikuti perkembangan proses
penyidikan dan memberikan konsultasi unjuk perkara penting, schinggs lercipta
sistem peradilan pidana ierpadu dan sekaligus berguna untuk efisiensi
penyelesaian pemberkasan perkars dan tidak terjadi bolak-balik berkas parkara
dart Penyidik ke Penuntut Umum dan sebaliknya. Selain itu, penuntutan dapat
dilakukan secepainya sesuai dengan Asas Hukum Acara Pidana dimana peradilan
harus dilakukan dengan cepai, sederhana, biaye ringan, bebas, jujur, dan tidak
memihak, dan harus diterapkan secara konsekuen pade seluruh tingkat peradiian
{Penjsiasan Bagian Umum RUU KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada
Penuntut Umum begita iz memulal penyidikan  dalam wakty paling lambat 2
(dua) hari terhitung sejak dimulainya peayidikan (Pasal 13 awvat (1} RUU
KUHAP). Pemberitahuan ini merupakan suatw kewajiban yang havas dilakukan
secara tertulis.

Kewenangan vang diberikan oleh RUU KUHAP kepada Penyidik antara
tain ialah kewenangan unwk menghentikan penyidikan berdasarkan syarat-syarat
vang hersifat Hmitaif Awae  dilskokannya Penghentian Penyidikan ini maka
Penyidik walib memberitehukan tindakannya v Kepada Penuntut Umﬁm,
tersangka, pelapor, korban, dan atau keluarganya (Pasal 14 RUU KUHAP).
Pentingnya pemberitahuan ini berkaitan dengan hak Penuntut Umum untuk
melaporkan kepada Hakim Komisaris 2pabila ada pihak yang merasa berkeberatan
atas adanya Penghentian Penyidikan wrsebut (Pasal 111 avat (2} RUU KUHAP),
Keberatan ini bisa terjadi, apabifa Ponuntut Umum atau pibak lainnya yang
barkepentingan memiliki penilalan atau berpendapat lain, yaitu bahws tindakan
Penghentian Penyidikan tersebut tidek sah atem telah terjadi penyalahgunaan

¥ Ihid,
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kewenangan oleh Penyidik, Sebagai contoh, Penyidik berpendapat bahwa perkara
vang sedang dilakukan penyidikan tersebut bukankab perkara tindak pidana,
sedangkan Penuntut Umum menilal babwa perkara tersebut adalah tindak pidana
dengsn melihat pade bukti-bukei dan saksi yang ads dan oich karenz it cukup
memadai  untuk  dilakukan  pemantutan  terbadap  tersangkanya di muka
persidangan, Bagi korban tindak pidana, apabila mengetshid tersangka tidak
diproses menurut hukum, maka korban tindak pidana tni akan merasakan
ketidakadilan dan ia merasa teriekan secara lahir maupun batin dengan tidak
mendapatkan kepastian hukem atas apa yang telah dideritanya, Alasan inilah yang
mendasari pemberian hak kepada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan
oleh adanya Penghentian Penyidikan, umtuk dapat mengajukan permohonan
kepada lembags yang diber! kewenangen dalem sistem peradilan pidara, yaite
Hakim Komisaris,

Keberadaan Hakim Komisaris sebagai lembags pengawasan dan penilaian
secara horizontal® termasuk pula kewenangan untuk melakukan penifaian apakah
Penghentizn Penyidikan dapat dilakukan atan tidsk didasarkan atas laporan yang
diajukan kepadenya. Para pihak yang dapat melapoer atau mengajukan laporan
tersebut sesual dengan Pasal 111 ayat (2) RUU KUHAP adalah pihak Penuntut
Umum (sébagal perwakilan/pembela pihak Korban) dan Penssehat Hukum
Tersangka dan/atau tersangka itu sendiri. ]

Hakim Komisaris dengan kewenangannys untuk menilai jalannya
Penyidikan dan Penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-
Undang (Pasal | butir § RUU KUHAP}, menerima laporan dari para pihak yang
mengajukan laporan alas tindaksn Penghentian Penyidikan dengan didasarkan
keberatan atau terdapstnya dugaan bahwa telah terjadinya penyalahgunaan
kewenangan oleh Penyidik. Laporan tersebut ditujuken untuk ditindaklanjuti oleh
Hakim Komisaris agar diberikan Putusan mengenai sah atau tidaknya Penghentian
Peayidikan, apabila Penghentian Penyidiken tersebut tidak sah maka Hakim
Komisaris melalul putusannya menetapkan Penyidik harus  melanjutkan
penyidikannya (Pasal 113 RUU KUHAP). Hakim Komisaris dalam membuat

¥ Loc, Cit. Wawancara: Indriyanto Seno Adjie.
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keputusannya melalui sebush sidang dengan memeriksa tersangka, terdakwa atay
saksi, setelah mendengar konklusi Penuntut Umum (Penjelasan Pasal i1 ayat (2)
RLAJ KUHAP), Hakim Komisaris harus mengambi! putusan atas laporan terkait
Penghentian Penyidikan tersebut paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak

menerima permohonan dari para pihak yang mengajukannya (Pasal 114 ayat (]}
RUU KUHAP}

Sidang Makim Komisaris ini diselenggarakan untuk melakukan penelitian
dan penilaien terhadap tindakan-tindakan dalam penyidikan yang telah
berfangsung. Hal ini disssuaikan dengan peranan Hakim Komisaris yang cukup
penting, vaitu kewenangannya yang dimulal dari memberikan perizinan kepada
Penrvidik untuk melakukan tindakan upays paksa dalam tahap penyidikan seperti
penahanan, interograsi, penggeledahan, penyitaan, perampasan dan tindaken
upayas paksz  lpingya vong dapat  dllakukan oleh Penyidik  terhadap
tersungka/terdakwa dalam rangka mendapatkan keterangan (Pasal 111 RUU
KUHAP), apakeh telah dilakukan sesuai dengan ketenfuan peraturan yang
mengaturnys atay tidak. Penelitian yang dilakukan Hakim Komisans ditujukan
kepada catatan-catatan resmi dan ssh yang terkait dalam fahapan penyidikan
sepert salinan Sura! Perintzh Penaogkapanm, Sura?l Perintah Penahanan, Surat
Perintah Penyitean, atau catatan-catatan lainnya yang terkait dengan perkara yang
sedang dilakukan penyidikan tersebut {Pasal 114 ayat (2) RUU KUHAP). Selain
melakukan penelitian terhadap berkas catatan tersebut Hakim Komisaris juga
depat mendengar keterangan darl pihak fersangka atan Penaschat Hukumnya,
pihak Penyidik dan Penuntut Umum secara langsung (Pasal 114 ayat (3) RUU
KUHAP). dan apabila diperlukan, Hakim Komisaris dapat meminta keterangan di
bawah sumpah dari saksi yang relevan dan juga dengan melihat alat bukii vang
relevan dengan penyidikan tersebut (Pasat 114 ayat (4 RUU KUHAFP). Dengan
hasi] penelitian dan penilaian tersebut Hakim Komisaris dapat meombuat dasar
hukum dan alassnnya yang dituangkan dalam putusannya (Pasal 115 ayat (1}
RUU KUHAP).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penghentian
Penyidikan yang dilaporkan kepada Hakim Komisaris disertal dengan harapan
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agar Hakim Komisarls dapat melakukan penilaian atas proses penyidikan vang
sedang berlangsung, Satu hal yang penting adalah bahwa Penctapan atan Putusan
yang dikeluarkan oleh Hakim Komisarls adaleh Putusan yang tetap dan memitiki
kekuatan hukum yang pasti den tidak dapat diajukan upaya hukum banding
ataupun kasasi (Pasal 124 RUUKUHAP),

Ketentuan tentang tidak dapatnys dilekukan upaya hukum terbadap
Putusan ataupun Penetapan vang dikeluarkan ¢leh Hakim Konisaris sebagaimana
dizebutkan Jdi atas dikerenakan keduduken Hakim Komisaris adalah sebagai
Hakim Tunggal yang terlepas darl Pengadilan Negeri dan bersifat perrmanen,
Dengan berkedudukan di Rumah Tahanan {RUTAN) maka tidak ada tingkatas &
atas Hakim Komisaris yang kekuasaan dan kewenangannya lebih tinggl dan lebih
berkuasa gehingga tidek ada tempat untuk mengajuken upaya hukum atas
putusannya.

Konsep Makim Komisaris dalam bal Penghentian Penyidikan tersebut
snemberikan peranan yvang lebik baik dibandingkan dengan konsep Pra-peradilan
yang pada saat ini diberiakukan berdassrkan KUHAP (Undang-Undang Nomor §
Tahun 1981} saat ini, dengan melihat beberapa kekurangan dan kelemahan Pra.
peradilan yang tidak mempunyal wewenang dalam pengujian das penilzian
terhadap sah afaw tidaknra suatu perangkapan atau penahanan tanpa adanya
permintaan dari tersangka stau keluarganya atau pihak fain atas kuasa tersangka.
Apabila permintaan dimaksud tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau
penabanan nyata-nyata telah menyimpang dari Ketentwan yang berizku, maka
sidang Pra-peradilan tidak akan dapat diadakan, dan hal ini sanpat berbada dengan
Konsep Hakim Komisaris yang berperan aktif tanpa menunggu adanya laporan
atau permintazn semacam itu.

Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa Hakim pada Pra-peradilan
seolah-olab tidak peduli apakah tindakan Penyidik atau Penuntut Umum yang
melakukan penangkepsn benar-benar leleh memenuhi syarat-syarat materiil
stoukah tidak, yaitu adanys “dugsan keras” wlah melakukan tindak pidana

¥ wawancara dengas Andi Hemzah, Toplks Pusnan Hakim Komisarls Dalam Konsep
Pembaharoen Hukum Acara Pidana, Jakeria, Tonggal 4 Juni 2009,
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berdasarkan “bukil permulaan yang cukup”. Ada atau tidek adanya buki
permulaan yang cukup inmd dalam prakiek tidak pernzh dipermasalahkan oleh
Hakim, karena umumnya Hoekim Pra-peradilan menganggap bahwa hal itu bukan
menjadi tugas dan wewsnangiya, melainkan sudah memasukl materd pemeriksaan

perkara yang menjadi wewenang Hakim dalam sidang Pengadilan Negert.”

Bearbeda dengan Knngep Makim Komisaris, atss Pulusan yang dikeluarkan
oleh sidang Pra-peradilan masth dapat difakukan upaya hukum. Hal ini sgialen
dengan praktek yang telsh ada dimana atas Patusan Hakim pada Pra-peradilan
tersebut dapat dilakukan upaya hukum delam bentuk banding pada Pengadilan
Tinggi untuk dimintakan Putusan Akhir,?®

Dengan beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada pade lembaga Pra-
peradilan, make lembaga Hakim Komisaris ditujukan sebagai lembaga re-evaluasi
dan rekonstruksi struktursl dalam sistem peradilan pidana. Konsep Pra.peradilan
ini menurul Indriyanto Sens A&jiﬁ merupakan  implementast  Rechter
Commissaris yang kelirs  berdsgarkan  peogalaman  historis dan  secars
konseptual. ™

3.2.2. Mekanisme Kewsnangan Hakim Komisaris Dalam  Penghention
Penuntutan Tindak Pidana

RUU KUHAP mengatur mengenai Penghentian Penuntutan Demi -

Kepentingan Hukum dan Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Umum,
Pasal 1 angka (2) RUU KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan
Penuntut Umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan
penuntutan atau tidak, membuat Surat Dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana
ke Pengadilan yang berwenang dengsn permintasn agar diperiksa dan diputus
oleh Hakim i sidang Pengadilan,

Definisi yang diberikan RUU KUHAP tersebut telsh memberikan
penjelasan tentang kewenangan Penuntet Umum dalam hal tindakan penuntutan,

%7 Op.Cit. Adnen Buyang Nusution, hal. 9,
%% Put, M.A. NG, 401 K/PIA 1983, Tanggsl 10 April 1984,
¥ Op.Ctt. Wawanears : Tndrivanio.

Universitas Indonesia

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH Ul, 2009

-



&g

Kewenangan fersebut di antaranya adalab menentukan sustu perkara tindak pidana
untuk dapat dilakukan penuntutan atavkah tidak ke muka sidanp Peogedilan, Hal
ini berarti bahwa tindakan Penuntut Umum dalam menentokan sikapnya untuk
melakukan penuntutan ke muka sidang Pengadilan ateu tidak, berkaitan erat
dengan terjadinya Penghentian Penuntutan yang diambil oleh Penuntut Umum.

Penuntut Umum melakuken Penghentian Penuntutan demi  kepentingan
hukum apabila perkars yang telah dilimpahkan oleh Penyidik kepada Peauntut
Umum ternyate tidak memenuhi syarat-syarat vang telah ditentukan secara
timitatif dafam Pasal 14 RUU KUHAP, yaite tidak terdapat cukup alat buksi,
peristiwa tersebut bukan mevupakan perkara tindak pidana dan perkara dihentikan
karena alasan hukum, Terkait dengan Penghention Penumtutan yang didasarkan
atas tidak terdepatuya cukup bukti, Andi Hamzah berpendapat bahwa Penuntut
Umum telak mienilai jika perkara tersebut diajukan ke sidang Pengadilan maka
dapat diduga babwa terdalowa akan dibebaskan oleh Hakim karena kesalafannya
yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut tidak terbukti. Untuk menghindsri
keputusan pembebasan yang demikian itu, dengan kebijaksanaan Penuntut Umum
melakukan Penghentian Penuntutan. Begitu pula halnya apabila perkara yang
dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum yang dinilai oleh Penuntut
Umun bahwa perkara tersebut bukaniah merupakan peristiwa tindak pidana,
Pepuntuf Umum menghentikan penuntutan dengan dasar pertimbangan bahwa
Hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hekum jika tetap diajukan
ke sidang Pengadilan '™

Terkait dengan Penghentian Penustutan demi hukum, menurut Andi
Hamzah haruslah didasarkan pada kewentuan undang-undang yang disesuaikan
dengan pengaturan yang mengatur tentang hal “demi hukum” tersebut, dan beliau
berpendepat bahwa peraturan undang-undang yang dapat disesuvaikan denges
ketentuan delam RUU KUHAP rtersebut tidsk lain adalah RUU KUHP'™,
Penghentian Penuntutan demi bukum  haruslah didasarkan pads guguraya

0 0p.Cit. Wawancsrs 1 Andi Hemazah,
1 1hid.
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kewenangen penuntutan sebagaimana distor dalam Pasal 145 RUU KUHP yang
menystekan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika

a. Telah ade putusan vang memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
b, Terdekwa meninggal dunis;

o

Kadaluwarsa;

o

Penyelesaian dilaksanakan di luar proses Pengadilan;

e, Maksimum pidana denda telah dibayar dengan sukarela bagi tindak
pidana yang digncam dengan pidana denda;

f.  Presiden memberi amnesti atau abolis;

g. Penumtutan dihentikan karenz peauntutannya diserahkan kepada
negara lain berdasarkan perjaniian,

h. Tindak pidana aduas yang tidak aeda pengaduannya, atau

pengaduannya telah ditarik kembali; atau

i, Penpggunasn asas oporiunitas oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan syarat-gsyarat Penghentizn Penvntutan yang teiah dijelaskan i
atas, maka Penghention Penuntutan tersebut merupakan Penghientian Pemunivian
Demi Kepentingan Hukwm.

Selain Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukurm, RUU KUHAP
juga memberikan wewenang kepada Peauntut Umum  untuk  melakukan
Penghentian Penuptutzn Demi Kepsmingan Umum (Pasal 42 ayat (2) RUU
KUHAP). Kewenangan Penuntut Umum dalam Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP
tersebut disebut juga dengan asas oportunitas, yaitu kewenangan untuk menuniut
atau tidak menuntut perkara dan untuk melakukan penyelesaian perkara di luar
Pengadilan vang oleh Penuntut Umum dipertanggungjawabkan kepads kepala
Kejaksaan Tinggi setinp bulen (Penjelasan Pasal 42 ayat {2) RUU KUHAP).

Menurat pendapat Andi Hamzah, menyangkut kebijakan dalam
penuntutan {Pelicy of Prosecution) oleh Penuntat Umum untuk menantukan suatu
perkara dapat dituntut atau tidak, apabils Peauntut Umum menentukan suatu
perkara tidak perly dituntut sedangkan bukti-bukti telah cukup, maka Penuntut
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Umum menerapkan asas oportunitas. Penerapan asas oportunitas ini bisa dlakukan
dengan dilekatkan suatu syarat erentu dan dapat pula dilakukan tanpa syarat.
Sebagal contoh Penghentian Penuntulan Demi Kepentingan Umum vang dapat
dilekatkan suatu syarat adelah bahwa terdakowa tidak dituntut tetapi dengan syarat
harus membayar sejumlah vang sebagai ganti kerugian, Secara umum di negars-
negara lain juge dikenal penerapan 2sas oportunitas dengan syaral, yang di
Indonesia jugs dilakuken dengan nama sehikking, 1ni berarti bahwa penununian
mempunyal art yang luas, yaite mengendung arii bisa diselesaliian di Pengadilan
dan bisa juga diselesailan di luar Pengadilan, Pengaturan fentang Penghentian
Penuntutan Demi Kepentingan Urmum ini dimeksudkan agar asas oportunitas
dapat digunakan oleh semua Jaksa, mulat dari Jaksa Penuntut Urhura yang berada
di tingkat Pengadilan Negeri.'™

Dengan perluasan pengaturae Penghentian Penuntutan dalam RUU
KUHAP, vakni Penghentian Penuntutan Demi i(gpcmiagan Hukum maupun
Demi Kepentingan Umum, maka diperfukan sistem pengawasan yang lebih baijk
untuk dapat melakokan pengawasan t&rhadap?enghentian Penuntutan terssbut,’
Sejalan dengen in, dibentuknya iembaga Hakim Komisaris sebagai lembaga yang
melekukan tindakan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan Penuntut
Umum dalam melakukan tindakan Penghentian Penurtutan tersebut adalah sangat
efektif mengingat pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Kaomisaris teesebut
difakukan secara gkiif, tanpa menunggu adanya pemberitahuan afau lapoman
kepada Hakim Komisaris terlebih dehulu. Hakim Komisaris mengawasi tindakan

Penghentian Penuntutan yang dilekukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal -
111 ayat (1) RUU KUHAP.

Penuntut Umum juga dapat mengajukan suatu perkara kepada Hakim
Komisaris untuk dinilai dan diputuskan tentang layak stav tidaknya untuek
dilakukan penuntutan ke muka sidang Pengadilan (Pasal 44 ayat (1; RUU
KUHAP), Sebelum memberi Putusan tentang layak atauw tidak layaknys suatu
perkara antuk dilakukan Penuntutan ke Pengedilan Hakim Komisaris memeriksa
ersangke dan saksi-zaksi vang terkait umtuk mendapatkan keterangsn sera

92 r3p.Cit, Andi Hamzah, Pokok-Pokok Pikiren Rancangan Undang-Undang hal 2
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mendengar Konklusi Penuntut Umum (Pasal 44 ayat (2) RUU KUHAP).
Pemerikssan vang dilakukan oleh Hakim Komisaris tentunya didasarkan atas
penilaian torhadap kepentingan hukum yang ade, dengan meliha geda
obvektivitas perkara, misalnya : apzkah wlal ada cukup bukil entuk meniadikan
desar penuntutan terhadap tersangka agar dapat didakwa, apakah perkara {ersebut
adalah perkara tindak pidans, dan adanya penghentian atas dasar alasan hukum,
balk dengan syarat maupun tanpa syarat (Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP).

Adapun syarat-syarat ersebut adalah
8. tindak pidana yang dilakukan bersifal ringan;

b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling
lama 4 {empat tahun);

¢. tindak pidans yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

d. umur tersangka pada wakiu melakukan tindak pidana di atas 70 {ujuh
pulub} tahun; dan/atau

¢. keruglan sudab diganti.

Diengan melthat keseluruhan faktor tersebut di atas, Hakim Komisaris
kemudian akan memutuskan apakah porkara tindak pidana tersebut iavak untuk
dapat diajukan ke muka sidang Pengadilan atau tidak. Apabila Putusan Hakim
Komisaris menyatakan bahwa perkara terschut memang tidak layak wnwmk
diajukan ke muka sidang Pengadilan dengan daser alasan demi kepentingan
hukum, maka Penustut Umum mengelusrkan Surat Perintah Penghentian
Penuntutan (Pasal 44 zyvat (4) RUU KUHADP). Patusan Hakim Komisaris tentang
lavak atau tidak layaknya suaty perkara untuk dilakukan Penuntutan ke
Pengadilan adalsh putusan pertama dan terakhir (Pasal 44 ayat (3) RUU
KUHAPL Apabila Penuntit Umum di kemudian hari terpyata menemukas bukti
baru atas perkara tersebut, maka Penuntut Umum meminta kepada Hakim
Komisaris agar diputuskan bahwa Penuntutan dapat dilanjutkan kembali, dan
Hakim Komisaris dapat mencabu! penetapan Surat Penghentian Pspuntutan
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terhadap perkara tindak pidana tersebut sejauh tidak bentemiangan dengap
ketentuan hukum yang sda, misalnya apakeh perkara tersebut belum kadaluwarss,

3.3,  Mekanisme Haklm Xomisaris Sehagal Lembaga Pengswasan Dalam
Pembaharuan Hukam Acara Pldans

Dalam menjaiankan tuges dan kewajibannya, para aparat penegak hukum
tidak terlepas dari kemungkinan untuk melokukan perbustan vang bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk
menjamin peclindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau ferdakwa dalam
proses peradilan pidana adalah dengan dibentuknya lembaga Hakim Komisaris
veng diatur dalam RUU KUHAP.

Hakim Komisaris merupakan lembaga vang dibentuk untuk menggantikan
tembaga Pra-peradilan yaag distur dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 19817 dan
ditujukan untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap aparat pencgak hukum
agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melskukan penvelewengan atau
penyalahgunaan wewenang, Pengawasan dimaksud tidaklah cukup hanya
pengawasan yang bersifat infern dalam perangkat aparat itu gendirl (sistem
vertikal) saia, namun juga dibutuhian suatu sistem pengawasan silang antara
sesama aparat penegak hukum (sistem horizontal).!™

Pengawasan dalam pengertian bahasa [udonesia berasal darl kata “away”,

schingga merupakan kegiatan mengawast saja, dalam arti melihat sesuatu dengan

seksama kemudian melaporkan hasil kegiatan tersebut. Sedangkan “horizontal”

secara leksikal mengandung pengertian sejziar atau berada dalam satw tingkat
yang sama. Sehingpa dapat disimpufkas bahwe yang dimaksud dengan
pengawasan horlfzontal adalah pengawasan sejajar ateu peagawasan dalam tinglat
vang sama, '

Datam pelaksanaan tindakan upaya paksa selalu ada pengambilan hak-hak
asasi manusia secara paksa. Namun demikian, hakikat penegakan hukum adalzh
untuk melindungl Hak Asasi Manusia, sehingga sudah sepatutnyaiah apabila

¥ Op,Cit, MaP 1 FHUL, hal. ).
18 thid. Had.14,
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pengambilan paksa Hak Asasi Manusia ersebut juga diupayakan agar tidak
berlebihan dan  harus dilakukan secara proporsions! sesuai  tujuan  awal
diadakannya upaya paksa nu sendiri. Berangkat dari gagasan awal seperti inj,
terlihat betapa pentingnys diadskan suatu pengﬁwasan atau kontrol terhadap
apavat penegak hukum dalam menialankan upaya paksa. Sebemarnya secara
stomatis pengawasan kontrol terhadayp setiap aparst penegak hukum (Polisi, Jaksa
dan Hakim) telah melekai pada lembaga itu sendirl, dan hal inilsh vang
dinamakan Pengawasan Vertikal, karena dilskukan secara berjenjang oleh atasan
penegak hukum masing-masing kepada bawahannya. MNamun kenyataannya
pengawasan ini dirasakan kurang atay tidak cukup kuat karena sangat tergantung
dart  kesungguhan dan kemauan internal Jembaga ity sendiri  tanpa
dimungkinkannya campur tangen dari pihak luar. Unfuk mengakomodasi hal ini,
diperlukan suaty pengawasan horjzontal di antara aparat penegak hukum.'®

Hakim Komisaris sscara tidak langsung melakukan pengawasan atas
pelaksanaan upava paksa yang dilakukan dalam rangka pemyidikan maupun
penuntutan, Melalui lembaga ini juga, dimungkinkan adanya pengawasan antara
Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal Penghentian Penyidikan dan Penghentian
Penuntutan'®, Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Hakim Komisaris adalah
lembaga yang merupakan salah satu model pengawasan yang dilekukan secara
horizontal yang diakomodir oleh RUU KUHAP,

Manusia pada dasamya diciptekan dengan memilikt martabat dan
kedudukan yang sama, Sejak dilahirkan, makiluk Tuhan yang paling sempurna
ini telah dianugerahi seperangkat hak-hak mendasar dalam kehidupannya. Hak-
hak yang asasi tersebut dimiliki tanpa melibat perbedaan ras, kebangsaan, usia,
maupun jenis kelamin {gender). Piagam PBB (United Siates} mengenai Dekigrasi
Fak-Hak Asssi Manusia memberikan pengakuan secara menvelurub terhadap
hak-hak tersebut. Beberaps pesal dalem  deklarast ini secarn  spesifik

¥ 1hid, Hal 15
3 O, Cit, wawancars: Indriyants Sena Adjie.
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meonggambarkan hak-hak tersebur. Dalamy keitannys dengan tulisan pada bagian
ini, hak-hak tersebut antara lain adalah:'”’

Article 13. (1);

“Evervone has the right to freedom of muvement and residence within the
barders of each state ",

Artivie 17:

(1} Everyore has the vight ie own properly alone ay well as i asseciation
with oifers

(2} No ene shall be arbitrarily deprived of kis property,

Berdasarkan uraian di atazs, maka terlihat bahwa hak-hak mendasar
tersebut merupakan bagian esensitf dalam kehidupan setiap manusia. Dengan
demikian, setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun
dari orang lain. Pembatasan Kebebagan bergersk seseorang ini merupakan
pelanggaran terhadap Hak Asesi Manusia yang seharusoya dihormati dan
dilindangi oleh: setiap negara.

Terkait dengan upaya paksa berupa penangkapan serta penahanan, maka
Hulkum = Acara  Pidana melalui ketentuannya vang  bersifat  memaksa
menyingkirkan asas vang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang,
Hukum Acara Piiana memberikan hak kepada pejabat tertentn untuk melakukan
rfindakan penshanan terhadap tersangka dan terdakwa dalam rangka melaksanakan
hukum pidana materill guna mencapai ketertiban umum dalam masyarakat'™,
Selain itu, berdesarkan hukum acara juge dintur mengenai pembatasan terhadap
hak milik seseorang, Hal ini dilakukan melsiui ketentuan mengenal upaya paksa
penggeledahan, penyitaan  dan  pomerikszan surat,  Kebebasan  seseorang
menguasal dan menggunakan henda yang merupakan miliknys secara sah
menurut hukum dalam rangka proses peradilan pidana ternyata dapat disimpangi
dengan dilakukannya ketiga upaya tersebut. Namun demikian, upaya paksa
tersebut harus dilskukan dengan tetap mentaati ketentuan yang telah ditetapkan

oleh peraturan perundang-undangan, sehinggs seseorang yang disangka atsu
didakwa telah melakuken tindak pldena dapet mengetehui dengan jelas hak-hak

T £3p.Cit, MaPPI £HUL, bal 2.
4 thid.
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mercka dan sejauh mana batas wewenang dari para aparat penegak hukum vang
akan melaksanakan upaya pakea tersebut,'®

3.3.1. Pembaharuan Sebagai Pemantapan Sistem Peradifan Pidana

Terkail dengan penelitian tesis ini make pembaharuan ditujukan pada
sisters hukim pidana secara formil, yaitn Hukum Acera Pidana vang wertuang
dalam bentuk mekanisme sistem peradiian pidana. Pembeharuan Hukum Acar
Pidana ini diwaiudken dengan pembuatan Rancangan Undang-Undang Hokom
Acara Pidana {(RULU KUMAP), Pembaharugn sistem Hukum Acara Pidana ind
diarahkan pada penggantian dan pensmbahan pada sistem yang telah ada. Saya
secara pribadi mengambil kata “pemantapan” untuk pembaharuan Hukum Acam
Pidana tersebut, sebagaimans pendapat Sudikne Mertfolusumo yang
berpendapat lentang “pemantapan sistem peradilan® yang berarti babwa sistem
peradilannys sendiri sebenarnyas sudah mapan, fetapi masih periz dimentapkan
atau ditingkatkan, ¢

Sebagaimana diketahui, yang dinamakan sistem adalah suate kesatuan
yang terdiri darl unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain, yang tidak
menghendaki adanya konflik di dalam sistem itu, dan kalau terjadi konflik maka
konflik itu tidak akan dibiarkan berlsrut-larut, namun akan dipecahkan oleh dan di
dalam sistemn ito sendiri. Demikian pula halnya dengan sistem peradilan yang crat
hubungannya dengen sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional, schingga
dalam menilal aten memantapkan sistem peradilan, kita tidak boleh terlepas dart
sistem-sistem lain yang ada dalam sistem hukum nasionat. '’

Mengingat bahwa sistem peradilan itu tidak berdiri sendiri dan mengingat
pula keadaan umum dewasa inl, maka tidak dapat teriatu diharapken sepenubnys
hasil yang maksimal deri useba poemeéntapan sistem peradilan inl. Dalam
pembentukan undang-undang misalnya, karena tidak terkoordinasi, karena tidak
memperhatikan sistem lnin dalam sistem hukum pasional, maks hasilnya tidak

[1:. n
hid.
'O Sudikno Mertokusumo, Pamantapsn Sistern Perndilan, muekaslah dalam Ssmlnnr Nosioand

. Menyongsong Pembangunan Hukum dolem era 2000, Semarang, 12-13 Agustus 1896, hol.),
iid.
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memuaskae Karena isinyas ada yang bertentangan atas berbeniuran dengan

undang-undang lain.

Pembaharuan Hukum Acsca Pidana tersebut berkaitan pula dengan ayas-
asns yang terkandung 4i dalemnya, salah satu di antarenys menurut Sudikno
Mertokusamo adalah Asss Peradilan Bebas, Kebebasan Hakim merapakan asas

gtama peradifan, Hal ini diatur dalam Passl 1 Undang-undang Nomor 4 tahun
2004 yang berbunyi : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
mercieka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan
keaditan berdassrican Pancasila demi ferselenpgaranya Negara Hukum Republik
Indonesia®. Selanjutnya Pasat Z ayat | Usndang-undang Nomor 4 tahun 2004
mengstakan bahwa penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diserahkas kepada
badan-bhdan peradilan, vang tugas pokoknya adaiah antuk menerima, memeriksa
dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang disiukan kepadanya,
sedangkan pasal 4 ayat 3 menpgatakan, bahwa segala campur tangan dalam urusan
peradilan oleh pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang. Dengan
demikian, Hakim bebas untuk memeriksa serta mengadili suate perkara (bebas
untuk menilai pembuktian, bebas dalam menemuvkan hukumnya, bebas dalam
mengambil keputusan) serta bebas dari campur tangan piak ekstra yudisiil,
Kebebasan Bakim merupakas asas universal vang terdapat di selurvh dunis,
menspakan dambaan semua bangsa. Namun demikian, Kebebasan Hakim iai
tidakiali mutlak. Secars makro, kebebasan Hakim dibatasi oleh  sistem
pemerintzhan, sistem politik, sistem ckonomi dan sebagainya. Secara mikro, di
Indonesia Kebebasan Hakim dibatasi ¢leh Pancagila, Undang-undang Dasar,
undang-undang, Retertiban umum, kesusilaan, kepentingan atau kehendak para
pihak (dalam perkara perdata). Ases sefanjutnya yang tak kalsh pentingnya adalah
asas peradilan cepat.''? Peradilan yang cepat selalu didambaken oleh setiap
pencari keadilan. Pada umumnya, setiap pencari keadilan menginginkan
penyelesalan perkara yang cepat dan tuntas, walaupun akhimya dikalahkan,
daripada harus melalui suatu pemeriksaan yang berbelit-belit, bertele-wle,
tertunda-tunda, sekalipun akhirnya dimenangkan jupa perkaranya, Memang sudah
sewaiarnyalah jika para pencari keadilan menghendaki penyelesaian perkara yang

2 Ihid.bat.2.
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cepat, karena selain ingin cepat mengetahui kepastian hukum hak-haknya dalam
sustu perkara, pemeriksaan yang beriele-tele atau terfunda-tunda juga berarti
memerhukan banysk biaya dan wakiu mereka. Oleh karena itulah Tidak
mengherankan apabila ada ungkapan yang berbunyl: “justice delayed is justice
denied”!!?. Sesungguhnya banysk hal yang menjadi penyebab lambannya proses .
peradilan, Sistem peradilan melibatkan banyak pihak, misalnya Hakim, Panitera,
para pihak, Pengacara, Jaksa dan sebagainya. Hakim akan menunda sidang karena
berbagei aiasan, misalnya karens sakit, karena atas permintaan para pihak, karena
para pihak atau penpgacaranya tidak datang tanpa pemberitahuan atau karena
pengacaranys vang meminta sidang ditunda dengan alasan sang Pengacara ada
sidang di tempst lain.

334, Xossepst Hakim Komisaris Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dari apa yang telah dikemokakan di atas, dapat kita simpulian bahwa
serua pemantapan sistern Hukum Acara Pidana tersebut mengarah kepada
pencitragn vang lebih baik, yaitu Hokem Acara Pidana yang mencerminkan
keadilan yang lebih pasti berdasarkan atas penghormatan dan perfindungan
kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Pembentukan Hakim Komisaris ditujukan
sebagal lembags representasi periindungan Hak Asasi Manusia, khususaya
terhadap kedudukan tersangka {dalam proses penyidikan) dan terdakwa {delam
prozes penunfutan). Lembaga ini dimaksudkan sebagai prokksi terhadap
penyimpangan upaya paksa dalam arti luas dari aparatur penegak hukum.'™

Dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa Hakim Komisaris dapat melakukan
penpgawasan terhadap peleksanaan tugas Jaksa, dan selanjuinya laksa melzkukan
hal yang sama terhadap tugas Polisi. Hal ini berbeda dengan sistem yang berisky
sekarang sebagaimana diatur delam KUHAP, karena menurut KUHAP yang
melakukar penpawasen terhadep kedua instansi tersebut adalah Pengadiian
melalui lembaga Pra-peradilan.'’

™ 1hid,
U4 Los.cit. Adnan Buyung Nasution,
3 o, Cit, Wawancars: Andi Hamzah,
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Pembentukan lembage Hakim Komisarls tersebut {idak twerlepes dard
perubahan sisten peradilan pidana yang ada sekarang int karena dirasakan masih
banyak kelemahannya. Dalam sistem fembags Pra-peradilan memang dirasakan
masih ada kelemahan dan keterbatasan dalam usahanya melindungi Hak Asasi
Manusia sebagaimana dijelaskan di pembahasan sebelumaya, khususnya terhadap

keduduRan tersangka {dalam proses penyidikan) dan terdakwa {dalam proses
penuntutan).’*®

Sejalan dengan ini, memurut Indrivanto Seno Adjle, Pra-peradilen yang
tertuang dalam KUHAP saat ini sebenamya telah melenceng dari konsep awal,
karena Pra-peradilan tidak mengakomodir suaty kewenangan pencegahan dalam
hal wpaya palss yang tidek ssh uniuk dilakukan. Hal ini mengingat bzhwa
pemeriksaan Pra-peradilan dilakukan setelah upaya pakss itu telsh terfadi. Ini
jelas berbedn dengan mode! Hakim Komisaris yang memiliki kewenangan
eksekutif, yaitu melakukan suatu konsultasi-konsultasi fukum kepada Penyidik
dan Penuntut Umum dalams melakukan upaya paksa dalam penyidikan dan

genuntutan yang sedang dilakookan.'’

Hakim Komisaris memutuskan tentang barang-barang apa yang dapat dan |

tidak dapat disita. 8elain itu, Hakim Kemisaris juga menerima faporan terdakova
dan keterangan saksi secara langsung, dan laporan tersebut akan dijadikan
masukan dalam progses persidangsn Pengadilan Pidana. Atas dasar laporan
tersebut, terdakwa dapat melakuken eksepsi dan meminta pembuktian yang jelas
dengan berdasarkan kepada fakia-fakta yang ada schinggs diharapkan dapat
menerima hukumen yang sesuai dengan perbuatannya.'®

Hakim K.omisaris mempunyai dua kewenangan yang utama, yang periamsa
adalzh pengpunaan kewenangan untuk memantau tindakan-tindakan aparat
penegak hukum. Hal ini akan sangst berguna untuk dapat mengetahui apakah
dalam tindakannya aparat pencgak hukum t5dak melakokan pelanggaran atas Hak
Asasi Manusia, Yang kedua zdalsh kewenangannys untuk melaksanakan

18 _Op.clt. Adnan Buyung Nesutlon,
17 Op.Cit. Waswsaneara: Tndrivanto Seno Adiie.
HY thid,
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penyselidikan awal dengan cara melakuken wawancara dengan tersangka dan
saksi-saksl, investigasi di Tempat Kejadian Perkara, dan melakukan penelitian
dan kegiatan lainnya yang terkait dengan perkara tersebut {Pasal 111 ayat {1}
RULI KUHAP).

Hakim Komisaris, sebisa mungkin berkonsultasi dengan Jaksa untuk dapat
mencari kebenaran materiil, dan basifayz akan direkomendasikan kepada
Penyidik. Hakim Komisaris juge dapat melakukan kajian terhadap kepribadian
atay latar belakang terdakowa, misalnya dalam bentuk Laporan Psikiatyis.

Posisi Hakim Komisaris bersifat  dualis. Pertama, Hakim Komisaris
terlibat dalam proses penelitian {gecars formil merupakan pemimpin awal
penyidikan), dan ia adalab seorang Hakim Pengawas, Dalam prakteknya, Hakim
Komisaris tidak akan melakukan proses penyelidikan setisp hart. Pengawason
akan dilakukan secara berkala dan banya untuk melihat kemajuan proses
penyelidikan saja. Kedua, Hakim Komisaris adaleh sebagai pengambil keputusan
apabila dari penyelidikan tersebut diteraukan suatu tindakan upaya paksa atay
pelenggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelidikan tersebut. Hakim
Komisaris memeriksa apakah ada keberatan yang serius dari pihak terdakwa dan
apakah terdapat cukup alassn untuk melanjutkan penahanan. Dalam praktelonya
mermang banyak ditemukan hak-hal yang masih perlu dibenahi, misalnya tentang
peashanen yang semesiinya tidak perlu diperpanjang, tefapl aparat penegak
hukum tetap berusaha memperpanjang penahanannya karena berbagai alasan.' '

Menurut Indriyanto Seno Adjie, prranan Hakim Komisaris dalam sistern
peradilan pidana di Indonesia adalah sebapat fungsionalisast sckaliges re-evaluasi
terhadap sub-sistem peradilen pidana yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan dalam struktor pembangosan hukum npasional di Indonesia
Selanjutnyas menorut beliay bahwa peran Hakim Komisaris sebagal lembaga yang
mengpantikan Pra-peradilan adaiah unwk lebih mengefektifkan pengawasan atas

upzya paksa vang dilakukan oleh para penegak bukum agar pelaksanaan upaya
paksa tersebut sesual dengan gistern hukum yanp tertuang dalam peraturan

7 Op.cit. Wewaneara : Andi Homzsh,
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pertindang-ondangan maupun tatanan norma hukuem yang diakei secara nasiona!

maupun internasional,’*

Peranan Hakim Komisaris scbagai sub-sistem peradilan pidana bukan
dipwksudkean untuk melakukan intervensi terhadap tugas dan kewenangan aparat
penegak hukum yang lain, tetapi peranannya lebih ditekankan sebagai lembaga
pengawas atas pelaksanaan upaya paksa penegak hukum terhadap warga negara.
Lembaga ini dibarapkan dapat menciptakan keutuhan dalam kesatuan penegakan
hukum (integrated of law enforcemend) dalam melaksanakan upaya paksa.
Pengertian Hekim Komisaris di Indonesia ini lebjh luas daripada pengertian
Hakim Komisaris di beberapa negara lzinnya vang juga memakai sistem ini,
karena Hakim Komisaris tidak tertuju hanya sebagai Hakim Investigasi saja.
Lembaga Hakim Komisaris merupakan “mid of Primary cours”, dan merupzkan
bagian dari upaya melaksanakan Convention of Inlernaiional Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR} vang telah disabkan dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Juternational Covenant on Civil and
Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang
bersifat universal dalsm rmngka menepakkan keadflan dan perlindungan HAM.'2

Lembaga Hekim Komisaris dibarapkan dapat menjadikan re-evaluasi dan
rekonstruksi dari sub-sistem peradilan pidana yang dapat menunjang pencapaian
sistern peradilan pidana itu sendiri sehingga Iebih memiliki potensi yang lebili
baik dari sistein yang sudah berjalan selama ini yaitu sistems Prawperadilan vang
dirasaksn mernpakan konsep vang diimplementasikan secara kelirg berdasarkan
pengalaman historls dan konseptual'?

Jelasiah bahwe undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat
penegak hukum untuk melakukan tindakao-tindakan yang pada prinsipnya
merupakan pengurangan-pengurangan terhadap Hak Asasi Manusia, Bentuk dari
tindekan tersehut adalah vpayz paksa dalam tahapan penyidikan dan penuntuian,
Lembaga Hakim Xomisaris yang dibentuk berdasarkan RUU KUHAP

% Op, Cit, Wawencars : Indriyanto.
it

Ibld.
221144,
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dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan terhadap sparat penegak bukum
agar dalam melaksanakan Kewenanganoya ity aparst penegak hikum tidak
melakukan penyciewengan alou penvalahipgunaan kekuasaan dan sekaligus untok

mencegah agar jangan sampal melangpgar Hak Asesi Manusia dari orang yang
dikenakan tindakan upays paksa tersebut.
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4.1.
4.1.1.

BABIV
PENUTUP

Kesimspulan

Pembentukan Hakim Komisaris ditujukan sebagai fungsionalisasi dan re-
evaluast terhadap subesistem peradilan pidana yang dianggap tidak
maksimal dalam rangka pembangunan hukum nasional di Indonesia.
Lembaga Hakim Komisaris tentunya lebih efektif sebagai lembaga
pengawasan {confrolling) terhadap tindakan upava paksa yang dilakukan
oleh aparatur penegak hukum dalam menjalackarn kewenangannya
daripada Jembaga Pra-peradilan vang berlaku sekarang. Hakim Komisaris
berperan aktif dalam upaya lebih menjamin perlindungan terhadap Hak
Asast Manusia (HAM). Hakim Komisaris memiliki 2 {(dua) kewenangan
vang bersifat uvtama, Kewenangan yang pertama ialah  melakokan
pemantavan terhadap ftindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum, yaitu untuk mengetshui apakah penyidikan terhadap
perkara tindak pidana ity dilakukan tanpa melanggar kelentuan vang telah
ditetapkan dan apakal: hak asasi tersangka ateu ferdakwa itu telah
dihormati dan dilindungl. Yang kedua adalah kewenapgan Hakim
Komisaris untuk melakukan wawancara dengan tersangka dan saksi-saksi,
melakukan investigast dt Tempat Kejadian Perkara, meia%:zzi:aa penelitian
dan kegiatan lainnya yang terkait dengan perkara tersebut.

. Terhadap tindakan apava paksa yang dilakukan oleh penegak hukum

dalam sistem peradiian pidana, lembage Hakim Komisaris merupaken
lembaga yang diberikan kewenangan dan kewsjiban sehagai “wmid of
primary court” yang melakukan pengawasan dan penilaiza  untuk
memutuskan dan memberikan pembatasan terhadap segala tindakan upaya
paksa yang telah dan akan dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka
proses peradilan pidana. Kewenangan pengawasan dan pesilalas ini
tentunya didasarkan pada aspek perlindungan terhadap Hak Asasi

Manusia, dimana dalam menjalankan kewenangannya penegak hukum
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4.1.3,

Bd

seringkali melakukan tindakan yang herbenturan dengan Hak Asgasi
Manusia. Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan adaleh
merupakan kewenangan Penyidik maupun Penuntut Umam, namun dalam
penerapan fangkah hukum tersebut seringkall terdapat celah-velah yang
dapat dimeanipulasi ataupun direkayasa oleh penegak hukum tersebu
Dengan demikian, Makim Komisaris melakukan pengawasan sebagal
tindukan perlindungan dan pembetasan, Tindakan perlindungan diarahkan
kepada tersangka atau terdakwa dari tindakan upaya paksa yang dilakukan
terhadapnya oleh aparat penegak hukem, dan tindakan pembatasan

diarahkan kepada pihak aparatar penegak hukum dalam melokukan

kewenangan dalam tugas dan kewsjibannya agar tidak melskukan
tindakan-tindakan yang thisk sesuai dengan apa vang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan.

Dalam  kedudukannya sebagai sub-sistem peradilan pidana, Hakim
Komisaris merupskan lembaga pengawasan yang dilakukan secara
horizontal {sejajar) antar fembaga aparatur penegak bukum dalam sistem
peradilan demi terciptanya penggakan bukuom yang terpadu. Pembentukan
lembaga Hakim Fomisaris didasarkan pada pemikiran vang lahir dari
upaya melaksanakan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik (Infermutional Covenant on Civil and Political Rights) vang telah
iratifikesi dan disahkan keberlskuannya di indonesia melalui Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2605 tentong pengesahan International Covenant
or Civil and Political Rights. Dengan mekanisme pembentukan lembags
Hakim Komisaris ini diharapkan dapat mengurangl terizdinya
pelanggaran-pelangparan terhadap Hek Asasi Marusia dalam sistem
peradilan pidzma'yang berupa pelaksanaan upaya pakea yang tidak sesuai
dengan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
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Saran

Diperlukan suate pengatvran vang Jebih sistematls, jelas dan rinci
mengenal Syarat-syarat sahnya upaya peksa {syarat materiii dan formil)
khususnya  mengenat  Penghentian  Penyidikan  dan Penghention
Penuntwtan. Hal ini mengingal kewenangsn yang diberikan kepada
aparatur penegak hukum oleh peraturan perundang-undangan  yang
mengaturnya hanya sebatas ketentuan materiil saja dan tidak mengarah
kepada ketentuan formil (dalam bentuk petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan yang jelas).

Dalam pelaksanaannya nanti (apabila RUU KUHAP sudah digahkan), bisa
saja akan terjadi benturan dengan peraturan yang telah ada sekarang ini,
misalnya Undang-Undang Kepolisian, Usdang-Undang Xeiaksaan,
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan lain sebagainys.
Namun demikian, segala peraturan yarg ada seat ini tentunya harus
menyesuaikan diri dengan RUU KUHAP karena RUU KUHAP adalah
suatu kedifikasi, suatu Kitab Undang-Undang,

Pelaksanaan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan yang
dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan agar diiakuken secara
transparan sesuai dengan semangat pembaharuan sistem Hukum Acara
Pidana dalam RUL KUHAR,

RUU KUHAP kiranya dapat segera disahkan keberlakuannya menjadi
Hukwm Positif kita. WNamun apabila pengesahan dimaksud masih
membutuhkan waktu yang lama, maka untuk sementara waktu periu segera
dindakan amandemen terhadap KUMHAP yang berieku sekarang ini

khususnyz yang mengetur tentang  Penghentian  Penyidikan dan
Penghentian Penuntutan.
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